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 Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui implementasi undang- 
undang no 13 tahun 2003 tentang outsourcing perlindungan kepada tenaga 
kerja di PT. Gudang garam Tbk Tegal . (2) Untuk Mengetahui faktor yang 
menghambat hak & kewajiban outsourcing yang ada di PT Gudang Garam Tbk 
 Jenis Penelitian Ini adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu 
mengungkapkankan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
teori-teori hukum sebagai objek penelitian. Demikian juga hukum dalam 
pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian. 
 Pendekatan yang di gunakan dengan pendekatan secara normatif dan 
pendekatan secara empiris/sosilogis 
 Teknik Pengumpulan datanya melalui Studi Kepustakaan (Library 
Research),dan Studi Lapangan (Field Research).  
Dan dianalisis dengan secara kualitatif dan ditafsirkan secar logis dan 
sistematis, kerangka berpikir deduktif dan induktif akan membantu penelitian 
ini khususnya dalam taraf konsistensi, serta konseptual dengan produser dan 
tata cara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh asas-asas yang berlaku umum 
dalam perundang-undangan. 
Hasil Penelitian ini Menunjukan bagaimana implemtasi dari undang undang no 
13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap perlindungan bagi tenaga 
kerja outsourcing di PT gudang garam tbk Kota Tegal. 
 Berdasarkan hasil penelitian ini di harapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa,akademisi,praktisi,dan semua pihak yang 













his study aims: (1) To find out the implementation of Law No. 13 of 2003 
concerning outsourcing protection to workers at PT. Gudang Salt Tbk Tegal. (2) 
To find out the factors that hinder the rights & obligations of outsourcing that 
exist in PT Gudang Garam Tbk 
This type of research is analytical descriptive, which expresses the laws and 
regulations relating to legal theories as research objects. Likewise the law in its 
implementation in society regarding the object of research. 
The approach used is a normative approach and an empirical / sosilogis approach 
The technique of collecting data is through library research and field research. 
And analyzed qualitatively and interpreted logically and systematically, the 
framework of deductive and inductive thinking will help this research especially 
in the level of consistency, as well as conceptual with the producer and the 
procedures as established by the generally accepted principles in legislation. 
The results of this study show how the implementation of Law No. 13 of 2003 
concerning employment protection for outsourced workers in PT Gudang Salt tbk 
Tegal City. 
Based on the results of this study, it is expected to become material information 
and input for students, academics, practitioners, and all those who need it in the 












 Berproseslah dengan suasana yang baik maupun tidak, maka kau akan 
tahu jalan mana yang ingin di tempuh. 
 Bukan apa yang bisa kamu nilai. Tapi apa yang bisa kamu berikan 
untuk orang lain untuk di nilai ( panji ramdana “ menuju baik itu baik”) 
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1.1 Latar Belakang 
Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan yang mensyaratkan bahwa perusahaan outsourcing 
(pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa buruh/pekerja) harus berbadan 
hukum ditujukan dalam rangka menjamin perlindungan hukum bagi 
pekerja/buruh yang di pekerjakan.  Dalam ilmu hukum dikenal beberapa 
bentuk badan usaha yang badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), 
koperasi, yayasan. Badan usaha yang tidak berbadan hukum tetap 
diantaranya, Persekutuan Perdata, Firma, Persekutuan Komanditer (CV),
1
 
Keberadaan pemerintah sebagai pemegang otoritas dalam penyelenggaraan 
negara untuk mengatur segala aspek kehidupan, seharusnya menjadi 
perlindungan, pembina, pengawas dan penyidik dan sekaligus penjamin 
terpenuhinya hak-hak pekerja melalui peraturan perundang-undangan yang 
pro terhadap pekerja. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya, kehadiran 
negara terkesan memberikan keleluasaan kepada perusahaan untuk 
mengurus seluruh persoalan ketenagakerjaan.  Salah satu contohnya adalah 
legalisasi praktek Outsourcing oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  
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Outsourcing pada dasarnya adalah praktek pemanfaatan tenaga kerja 
untuk memproduksi atau melaksanakan suatu pekerjaan oleh suatu 
perusahaan, melalui perusahaan penyedia/pengarah tenaga kerja. Hal 
tersebut berarti ada pihak ketiga yang berperan sebagai penghubung antara 
pekerja dengan pihak perusahaan yang membutuhkan jasa pekerja untuk 
mengerjakan pekerjaan tertentu sehingga pihak perusahaan tidak perlu 
menghabiskan waktu, pikiran, tenaga dan biaya besar untuk mencari 
pekerja. Problematika ketenagakerjaan yang lahir sangat beragam, dan yang 
paling banyak ditemukan dilapangan adalah persolan pengupahan, 
diskriminasi, jaminan kesehatan, keamanan dan keselamatan kerja (K3), 
jaminan sosial dan lain sebagainya.  
Menurut Doni Judian, ada lima jenis yang kerap mengganjal pekerja 
outsourcing, yakni masalah pengupahan rendah masalah kesenjangan antara 
pekerja outsourcing dan pekerja tetap; Ketiadaan jaminan masa depan; 
Ijazah disandera perusahaan penyedia jasa outsourcing dan Diskriminasi di 
tempat kerja.
2
 Permasalahan yang diungkapkan tersebut diatas ternyata tidak 
hanya terjadi pada kota-kota besar, praktek outsourcing yang telah 
dilegalisasi melalui undang-undang ketenagakerjaan, secara otomatis telah 
membawa praktek outsourcing sampai kedaerah-daerah kecil yang baru 
berkembang dan juga membawa permasalahan yang sama seperti yang 
dikemukakan oleh Doni Judian diatas.
3
 Perusahaan penyedia jasa pekerja 
                                                          
2
 Lalu Husni. Ibid. hal 194   
3
 Doni judian.Tahukah anda ?tentang  pekerja tetap, kontrak, freelange, outsourcing. Jakarta timur 




seharusnya membawa manfaat yang besar bagi pekerja. Karena adanya 
keseimbangan antara pekerja dan lapangan kerja. Sehingga keberadaan 
perusahaan seharusnya dapat membantu mengurangi angka pengangguran 
dan angka kemiskinan yang akhir-akhir ini menjadi permasalahan negara. 
Tetapi pada praktek atau kenyataan yang terjadi dilapangan, masih sangat 
jauh dari yang diharapkan. Ada begitu banyak permasalahan yang 
ditemukan dilapangan, diantaranya adalah masalah hak pekerja dan 
perlindungan hukum bagi pekerja.  
Problematika mengenai outsourcing memang cukup bervariasi. Hal 
ini dikarenakan penggunaan outsourcing dalam dunia usaha di Indonesia 
kini semakin marak dan telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda-
tunda oleh pelaku usaha, sementara regulasi yang ada, seperti yang 
dikatakan diatas, belum terlalu memadai untuk mengatur 
tentang outsourcing yang telah berjalan tersebut Perlindungan terhadap 
tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan 
menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun 
untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap 
memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan 
pengusaha. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 
perlindungan bagi pekerja Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan dan Peraturan Pelaksana dari perundang-undangan di 
bidang Ketenagakerjaan. Outsourcing (Alih Daya) dirtikan sebagai 
pemindahan atau pendelegasian beberapa proses bisnis kepada suatu badan 
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penyedia jasa, diman badan penyedia jasa tersebut melakukan proses 
administrasi dan manajemen berdasarkan definisi serta kriteria yang telah 
disepakati oleh para pihak. Outsourcing (Alih Daya) dalam hukum 
ketenagakerjaan di Indonesia diartikan sebagai pemborongan pekerja dan 
penyedia jasa tenaga kerja pengaturan hukum outsourching (Alih Daya) di 
Indonesia diatur dalam Undang-Undang ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 
2003 (pasal 64, 65 dan 66) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan 
Transmigrasi Republik Indonesia Hubungan kerja dengan sistem 
outsourcing menyebabkan kedudukan para pihak tidak seimbang. Hubungan 
kerja adalah suatu hubungan antara seorang buruh dengan seorang majikan, 
hubungan kerja hendak menunjukkann kedudukan kedua belah pihak itu 
yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban 




Dalam suatu perjanjian, dikenal adanya asas kebebasan berkontrak 
dan menganut system terbuka. Maksud asas tersebut adalah bahwa setiap 
orang pada dasarnya boleh membuat perjanjian mengenai apa saja, 
sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan 
ketertiban umum. Peraturan perundan undangan mengenai hukum perjanjian 
pada umumnya juga bersifat menambah atau pelengkap yang artinya pihak-
pihak dalam membuat perjanjian, bebas untuk menyimpang dari pada 
                                                          
4. Kosidin. Koko, “Perjanjian Kerja Perjanjian Perburuhan dan Perjanjian Perusahaan”, Mandar 
Maju, Bandung, 1999, hlm 1.  
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ketentuan-ketentuan tersebut, tentunya sepanjang tidak bertentangan dengan 
undang-undang, kesusilaan dan ketentuan umum.  
Para pihak diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang 
menyimpang dari ketentuan hukum perjanjian. Kalau tidak mengatur sendiri 
mengenai sesuatu hal, berarti mengenai hal tersebut para pihak akan tunduk 
kepada ketentuan undang-undang. Biasanya dalam suatu perjanjian tidak 
mengatur secara terperinci semua yang bersangkutan dengan perjanjian 
hanya menyetujui hal-hal yang pokok saja, yang lainnya tunduk pada 
undang-undang. Berdasarkan pengamatan sementara  bahwa kedudukan 
para pihak dalam pembuatan perjanjian kerja dengan sistem outsourcing 
sangat lemah. Hal ini disebabkan karena tidak adanya keseimbangan hak 
dan kewajiban antara pekerja dengan pihak perusahaan outsourcing dan 
pihak ketiga yang menggunakan jasa dari perusahaan outsourcing.  
Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia juga terkait mengenai 
hubungan kerja tidak seimbang antara pengusaha dengan buruh dalam 
pembuatan perjanjian kerja. Bukan hanya tidak seimbang dalam membuat 
perjanjian, akan tetapi iklim persaingan usaha yang makin ketat yang 
menyebabkan perusahaan melakukan efisiensi biaya produksi (cost of 
production). Selain tidak adanya keseimbangan hak dan kewajiban bagi para 
pekerja, dalam pembuatan perjanjian kerja tidak berdasarkan pada Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan ketentuan 
ketenagakerjaan yang belum memadai. Perusahaan outsourcing 
menggunakan perjanjian kerja waktu tertentu, sehingga hak pekerja dibatasi.  
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Bahwa dalam pembuatan perjanjian kerja waktu tidak tertentu syarat 
kerja yang diperjanjikan dalam sistem outsourcing biasanya menggunakan 
perjanjian kerja waktu tidak tertentu lebih rendah dari pada ketentuan dalam 
peraturan Ketenagakerjaan, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja 
Bersama.  Sistem outsourcing pada perakteknya menggunakan Perjanjian 
Kerja Waktu Tertentu melakukan pelanggaran atas ketentuan syarat dalam 
pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu karena jenis dan sifat pekerjaan 
yang diberikan merupakan pekerjaan tetap yang terus menerus dan 
merupakan alur produksi, atau dalam praktek Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu dilaksanakan di sektor industri.  
Dalam perkembangnnya banyak pihak yang menolak pemberlakuan 
sistem outsourcing, karena sistem outsourcing dianggap merugikan pekerja 
dan hanya menguntungkan perusahaan. Hal ini disebabkan karena 
outsourcing membuat perusahaan lebih memilih mengangkat pekerja secara 
outsourcing dari pada pekerja tetap karena melalui outsourcing perusahaan 
dapat menghemat pengeluaran dalam membiayai sumber daya manusia 
(SDM) yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Adanya beberapa 
masalah pokok praktek outsourcing yang tidak benar, antara lain 
pembayaran gaji yang tak sesuai, tidak adanya tunjangan-tunjangan 
(kesehatan, masa kerja), kontrak yang tidak diperpanjang
5
. Selain itu dalam 
pelaksanaannya pekerjaan yang dioutsource tidak hanya sebatas pekerjaan 
                                                          
5 
Pan Mohamad Faiz. Op.cit.  
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yang tidak berkaitan dengan kegiatan utama tapi termasuk juga pekerjaan 
yang merupakan kegiatan utama perusahaan tersebut
6
. 
Praktek sehari-hari outsourcing yang lebih menguntungkan bagi 
perusahaan tetapi tidak demikian dengan pekerja/buruh yang selama ini 
lebih banyak merugikan pekerja/buruh, karena hubungan kerja selalu dalam 
bentuk tidak tetap/kontrak (PKWT), upah lebih rendah, jaminan sosial 
kalaupun ada hanya sebatas minimal, tidak adanya job security serta tidak 
adanya jaminan pengembangan karir, sehingga dalam keadaan seperti itu. 
pelaksanaan outsourcing akan menyengsarakan pekerja/buruh dan membuat 
kaburnya hubungan industrial. Pelaksanaan outsourcing banyak dilakukan 
untuk menekan biaya pekerja/buruh (labour cost)  dengan perlindungan dan 
syarat kerja yang diberikan jauh dibawah dari yang seharusnya diberikan 
sehingga sangat merugikan pekerja/buruh. 
Akan menyengsarakan pekerja/buruh dan membuat kaburnya 
hubungan industrial. Pelaksanaan outsourcing banyak dilakukan untuk 
menekan biaya pekerja/buruh (labour cost)  dengan perlindungan dan syarat 
kerja yang diberikan jauh dibawah dari yang seharusnya diberikan sehingga 
sangat merugikan pekerja/buruh.
7
 PT. Gudang Garam Tegal menyediakan 
tenaga kerja formal untuk seluruh posisi kerja yang diperlukan di sektor 
industri, perdagangan, dan jasa. Adapun tenaga kerja yang disediakan oleh 
PT. Gudang Garam Tegal adalah : 
 Security/ Satpam 




 Ibid.  
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 Office Boy/ Girl 
 Cleaning Service 
Dalam melakukan rekrumen tenaga kerja PT. Gudang Garam Tegal 
merekrut sendiri tanaga kerjanya yaitu dengan tahapan pertama 
penyeleksian berkas, interview, kontrak kerja tertulis, mada bintal, training, 
training penempatan, dan penempatan di perusahaan pemberi kerja. Dalam 
pelaksanaan pekerjaan dalam sistem outsourcing di PT. Gudang Garam 
Tegal sering kali terdapat kesalahan pemahaman perusahaan terhadap 
sistem kerja outsouring sehingga dapat merugikan hak-hak pekerja/buruh, 
kemudian dalam hal pemutusan hubungan kerja PT. Gudang Garam Tegal 
melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa memberikan atau membayar 
uang pesangon kepada pekerja/buruh yang sangat dibutuhkan oleh 
pekerja/buruh
7
. Dalam Pasal 156 Undang-undang No 13 tahun 2003 
disebutkan “dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha 
diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa 
kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”8. Karna setelah 
di lakukan pemutusan hubungan kerja akan sulit bagi mereka untuk 
mendapatkan pekerjaan yang baru dengan adanya pesangon yang di berikan 
oleh perusahaan akan sangat membantu pekerja/buruh. Disini jelas terdapat 
adanya perbedaan hak antara pekerja/buruh outsourcing dengan 
pegawai/karyawan tetap, sedangkan dalam peraturan perundang-undangan 
tidak ada pasal dan bab yang membahas masalah kesetaraan hak dan 
                                                          
8 
Undang-undang Nomor13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 156.  
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kewajiban antara outsourcing dengan pegawai tetap/yang lainnya yang ada 
hanya masalah ikatan kerja dan waktu kerja saja, sebenarnya antara 
outsourcing dengan pegawai tetap/lainnya adalah setara. 
Kondisi ini menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih dalam 
tentang outsourcing tersebut. Maka penulis melakukan kajian ilmiah melalui 
penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk Skripsi, untuk itu maka 
penulis memilih judul “Implementasi Perlindungan Kerja Undang- Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakrjaan (Dalam Praktik 
Outsourcing Di PT Gudang Garam Tegal)“ 
 
1.2 Rumusan masalah 
1. Bagaimana implementasi undang-undang nomor 13 tahun 20013 
tentang ketenagakerjaan di PT. Gudang Garam kota Tegal ?  
2. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja   
bagi Pekerja/Buruh outsourcing di PT. Gudang Garam kota Tegal ? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan dari Penelitian ini adalah: 
1. Untuk menganalisa pelaksanaan perlindungan kerja dan syarat-syarat 
kerja bagi pekerja/buruh outsourcing. 
2. Untuk menganalisa implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam praktik outsourcing di PT 
Gudang Garam Kota Tegal. 
10 
 
1.4 Manfaat Penelitian  
Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai 
berikut : 
1. Bagi penulis, sebagai bahan masukan dan bekal pengetahuan bagi 
penulis tentang tenaga kerja kontrak (Outsourcing)  
2. Bagi masyarakat sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses 
pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk meminimalkan 
terjadinnya sengketa tentang pekerja/ buruh kontrak (Outsourcing)  
dengan perusahaan yang terkait. 
3. Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini dapat menambah 
pengembangan ilmu hukum, khususnnya hukum ketenagakerjaan, 
penelitian ini dapat menjadi bahan informasi atau refrensi bagi 
kalangan akademisi dan calon peneliti yang akan melakukan 
penelitian lanjutan tentang analisis terhadap implementasi 
perlindungan pekerja/ buruh kontrak (Outsourcing) 
 
1.5 Tinjauan Pustaka 
Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti untuk membandingkan 
fokus penelitian yang diteliti dan sudah pernah diteliti oleh orang lain dari 
segi substansinya, sehingga peneliti tidak mengutip penelitian orang lain. 
Selain itu penelitian terdahulu digunakan sebagai inspirasi oleh peneliti 
untuk menggali masalah yang lebih dalam dan berbeda dengan penelitian 
sebelumnya. Ada sejumlah penelitian yang mengangkat alih daya 
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(Outsourcing) sebagai topik utamanya. Misalnya, penelitian yang dilakukan 
oleh Burhanudin (2010) dalam skripsinya dengan judul Tenaga kerja 
Outsourcing (kontrak) studi tentang aspek perlindungan hukum menurut 
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di PT. 
Tyfountex Kartasura, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 
Surakarta.  
Dalam penelitian tersebut Burhanudin mengusung isu tentang 
bagaimana proses perjanjian outsourcing pada tenaga kerja di perusahaan, 
perlindungan hukum bagi tenaga kerja outsourcing serta permasalahan yang 
timbul dan cara mengatasi permasalahan antara tenaga kerja Outsourcing 
dengan pihak perusahaan. Penelitian ini mengungkapkan bahwasannya 
proses perjanjian outsourcing yang dilakukan perusahaan terdapat 
perbedaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 
pelaksanaan outsourcing. Peksanaan outsourcing di perusahaan Tyfountex 
Kartasura tersebut melanggar ketentuan upah minimum regional sebagai 
patokan dasar dalam penentuan upah pekerja/buruh, selanjutnya kurangnya 
perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja/buruh dalam 
menjalankan pekerjaan dan pekerja/buruh tidak seluruhnya didaftarkan 
mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja. Penelitian selanjutnya 
datang dari Fitma Nur Puasanti (2010), dalam penelitiannya Analisis 
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlibatan Departemen Akuntansi 
Dan Kecanggihan Sistem Akuntansi Dalam Pengambilan Keputusan 
Outsourcing, penelitian empiris yang dilakukan pada PT. PLN AJP Tegal 
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sebagai tugas skripsi fakultas Hukum. Mahasiswa Universitas Diponegoro 
Semarang ini mengangkat isu apakah jumlah pelanggan unit kantor akan 
meningkatkan dan melibatkan sistem akutansi yang lebih canggih dalam 
pengambilan keputusan outsourcing,
9
 serta jumlah piutang pelanggan akan 
menurunkan dan melemahkan sistem akutansi yang lebih canggih dalam 
pengambilan keputusan outsourcing. Hasil penelitian yang dilakukan 
menunjukkan jumlah pelanggan unit kantor cabang berpengaruh positifdan 
signifikan terhadap keterlibatan departemen akutansi dalam pengambilan 
keputusan outsourcing dan jumlah pelanggan juga berpengaruh positif 
terhadap kecanggihan sistem akutansi dalam pengambilan keputusan 
outsourcing. Jumlah piutang pelanggan unit kantor cabang berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap keterlibatan departemen akutansi dan 
kecanggihan sistem akutansi dalam pengambilan keputusan outsourcing. 
Tabulasi Perbandingan dengan Penelitian Terdahulun No Penelitian 
Paradigma, Fokus Penelitian dan Jenis Penelitian Mencermati uraian dari 
penelitian terdahulu sebagaimana diatas, ada beberapa perbedaan dengan 
penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian yang dilakukan Burhanudin 
dan Fitma lebih
10
 kepada pelaksanaan outsourcing di perusahaan. Sementara 
penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak meneliti pelaksanaan alih daya 
(outsourcing) dilapangan, tetapi mengkaji dari peraturan peundang-
                                                          
9Ahmadi  “ implementasi outsourscing dan perjanjian kerja waktu tertentu pada perusahaan jasa 
penerbangan nasional di indonesia “ tesis program pasca sarjana fakultas hukum universitas gajah 
mada hlm 12 , 2010 
10
 Moh hasyim mushoni “problematika hukum dalam pengaturan hak pekerja kontrak 
outsourscing di indonesia ( studi prespektif hukum islam) skripsi fakultas syariah dan hukum uin 
sunan kalijaga, hlm 56 (2009) 
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undangan dan konsep hukum Islam. Dengan demikian, tampak perbedaan 
mendasar antara penelitian terdahulu yang dilakukan secara empiris 
sebagaimana yang telah dipaparkan diatas. Sementara penelitian yang 
dilakukan peneliti ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan dan 
hukum Islam serta dilakukan secara library research.  
 
1.6 Metode penelitian 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam menyususn skripsi ini adalah 
penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian dengan pengamatan 
dan observasi langsung terhadap objek penelitian yaitu para pegawai 
dan pekerja outsourcing di PT. Gudang Garam Tegal serta perusahaan 
penyedia jasa pekerjanya (perusahaan outsourcingnya). 
B. Pendekatan 
Untuk menjawab permasalahan dan mencapai tujuan dari penelitian ini, 
Peneliti mengadakan model pendekatan yuridis empiris/sosiologis. 
”Penelitian hukum sosiologis disebut studi hukum dalam aksi/tindakan 
(law in action). Disebut demikian, karena penelitian menyangkut 
hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial lain, 
jadi merupakan studi sosial yang non doktrinal, bersifat empiris, artinya 
berdasarkan data yang terjadi dilapangan”.11 
 
                                                          
11
 bambang waluyo, “penelitian hukum dalam praktek” jakarta: sinar grafika, 2008, hlm 2 
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C. Sumber Data 
a Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objeknya. 
Dalam  penelitian ini objeknya adalah para pegawai dan pekerja 
outsourcing serta perusahaan penerima pekerjaan yang 
bersangkutan. 
b Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui bahan  
kepustakaan. Data sekunder terdiri dari: 
1) Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai 
otoritas (autoritatif), biasanya berupa peraturan perundang-
undangan, catatan-catatan resmi atau putusan hakim. Dalam 
penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer 
diantaranya: 
a Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan 
b Permenaker Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat  
Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada 
Perusahaan lain. 
2) Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan 
penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti pendapat-




3) Bahan Hukum Tersier  Bahan hukum tersier ialah bahan 
hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan primer 





1.7 Metode Pengumpulan Data 
Dalam rangka menghimpun beberapa data primer dan data sekunder 
tersebut secara sistematis, utuh dan mendalam maka dalam penelitian ini 
digunakan metode pengumpulan data, yaitu: 
Penelitian Lapangan (field research), guna menghimpun berbagai 
fakta di lapangan sebagai sumber data primer terkait realitas penerapan dan 
pelaksanaan sistem outsourcing. Hal ini dilakukan dengan cara penyebaran 
kuesioner, wawancara dan pengamatan terhadap pekerja/buruh, Serikat 
Pekerja/Serikat Buruh dan pengusaha yang terlibat dalam praktik 
outsourcing serta Unit Kerja Pemerintah kota Tegal khususnya di PT 
Gudang Garam Tegal yang membidangi masalah Ketenagakerjaan. 
 
1.8 Metode Analisis Data 
Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis data secara kualitatif 
empiris, dimana Penulis menganalisis data sekunder dan data primer yang 
dikumpulkan dari hasil penelitian lapangan (field research). Metode analisa 
kualitatif empiris didasarkan pada kedalaman data yang terhimpun secara 
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zainudin ali , metode penelitian hukum (jakarta : sinar grafika ,2013 ) hlm 105 
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menyeluruh, sistematis, kritis dan konstruktif dalam sistem hukum 
ketenagakerjaan. Melalui metode ini penulis berusaha menemukan jawaban 
atas permasalahan yang ada, yang kemudian muncul sebuah konsep baru 
tentang bagaimana seharusnya praktik outsourcing yang banyak menuai 




1.9 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan ini dibagi dalam bentuk sebagai berikut: 
Bagian Awal berisi halaman: Judul, Persetujuan, Pengesahan, 
Pernyataan, Kata Pengantar, Daftar Isi dan Abstrak. Bagian Isi, yang terdiri 
dari : 
BAB I Pendahuluan, menguraikan mengenai latar belakang 
penelitian,  perumusan permasalahan, metode penelitian, dan sistematika 
penulisan. 
BAB II Tinjauan Pustaka, terdiri dari teori-teori dan konsep yang 
tepat dan mempunyai keterkaitan dengan penelitian, yang berfungsi sebagai 
kerangka analisis dalam rangka memberikan jawaban atas permasalahan dan 
tujuan penelitian. 
BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, berupa  deskripsi hasil 
penelitian kepustakaan, dokumentasi dan hasil penelitian lapangan 
mengenai fenomena outsourcing serta pembahasan untuk memberikan 
                                                          
13
suratman, “metode penelitian hukum” ; jakarta ; rineka cipta 2009 ; hlm 228 
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jawaban atas permasalahan guna membangun suatu konsep baru bagi 
perlindungan hukum pekerja/buruh outsourcing. 
BAB IV Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran Pada bagian akhir 























2.1 Tinjauan Tentang Perusahaan 
Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan 
berkumpulnya semua faktor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar 
di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di 
pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan 
usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah 
secara resmi. Perusahaan dapat diklasifikasian dari beberapa bentuk. Salah 
satunya klasifikasi perusahaan berdasarkan bentuk hukumnya yaitu 
a. Perusahaan Badan Hukum 
Merupakan perusahaan yang dapat dimiliki oleh swasta 
maupun negara, dapat berupa perusahaan persekutuan. Jenis 
perusahaan inin didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang 
pengusaha baik swasta maupun negara yang memenuhi syarat-syarat 
sebagai badan hukum. Jenis perusahaan ini dpat menjalankan usaha 
di semua bidang perekonomian (Perindustrian, perdagangan, 
Perjasaan, dan pembiayaan). Contohnya : Perseroan Terbatas (PT), 
Koperasi, Perusahaan Umum, Perusahaan Perseroan (Persero). 
b. Perusahaan Bukan badan Hukum 
Merupakan perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan swasta, 
dapat berupa perusahaan perseorangan maupun perusahaan 
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persekutuan. Contohnya: Perusahaan Perseorangan, Persekutuan 
Perdata, Firma, CV. 
Perusahaan Bukan badan Hukum merupakan perusahaan 
swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha 
secara kerja sama, jenis perusahaan ini dapat menjalankan usaha di 
bidang perekonomian (perindustrian, perdagangan, dan perjasaan). 
Salah satu contoh Perusahan Bukan Badan Hukum 
adalah Perusahaan Perseorangan. 
Perusahaan perseorangan adalah bisnis yang kepemilikannya 
dipegang oleh satu orang. Pemilik perusahaan perseorangan 
memiliki tanggung jawab tak terbatas atas harta perusahaan. Artinya, 
apabila bisnis mengalami kerugian, pemilik lah yang harus 
menanggung seluruh kerugian itu. 
Bentuk perusahaan perseorangan secara resmi tidak ada, tetapi 
dalam masyarakat perdagangan bentuk perusahaan perseorangan 
diterima masyarakat. Dalam praktik, sebagian perusahaan 
persorangan pendiriannya menggunakan akta otentik. Beberapa 
karakteristik dari Perusahaan Perseorangan adalah 
A. Aset perusahaan hanya dimiliki satu orang. 
B. Bertanggungjawab sendiri atas seluruh hutang perusahaan 
C. Pekerja yang ada merupakan wakil atau pembantu pengusaha 




D. Contoh perusahaan perseorangan adalah Perusahaan Dagang 
(PD) atau Usaha Dagang (UD). 
Perusahaan perseorangan termasuk perusahaan yang wajib 
didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan, kecuali (pasal6 UU WDP): 
A. Diurus, dijalankan, atau dikelola pribadi pemiliknya dengan hanya 
mempekerjakan anggota keluarga. 
B. Tidak wajib memiliki izin usaha atau surat keterangan yang 
dipersamakan dengan itu yang diterbitkan instansi yang berwenang. 
C. Benar-benar hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan nafkah 
sehari-hari pemiliknya. 
D. Bukan merupakan badan hukum atau persekutuan. 
Contoh perusahaan perorangan adalah usaha kecil atau UKM (Usaha 
Kecil Menengah) seperti bengkel, binatu (laundry), salon kecantikan, rumah 
makan, persewaan komputer dan internet, toko kelontong, tukang bakso 
keliling, dan pedagang asongan. 
 
2.2 Hak Dan Kewajiban Perusahaan 
2.2.1 Hak perusahaan 
Secara singkat, perusahaan memiliki hak yang tercantum 
dalam uraian Undang-Undang Ketenagakerjaan, yakni dalam UU 
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hak-hak tersebut 
antara lain adalah sebagai berikut. 
1. Perusahaan berhak atas hasil dari pekerjaan karyawan. 
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2. Perusahaan berhak untuk memerintah/mengatur karyawan 
atau tenaga kerja dengan tujuan mencapai target. 
3. Perusahaan berhak melakukan pemutusan hubungan kerja 
terhadap pekerja/buruh/karyawan jika melanggar ketentuan 
yang telah disepakati sebelumnya. 
Tiga hal di atas adalah sedikit kutipan mengenai hak yang 
dimiliki perusahaan atau pengusaha. Jelas, setiap poinnya memiliki 
penjabaran yang rinci jika dilihat pada regulasi baku yang tertulis. 
2.2.2 Kewajiban perusahaan 
1) Menyediakan jaminan ketenagakerjaan 
A. Setiap perusahaan yang mempekerjakan pegawai harus 
menyediakan jaminan ketenagakerjaan kepada 
pegawainya. Mengenai jaminan ketenagakerjaan bisa kita 
temukan dalam UU No. 13 2003 pasal. 
B. Bentuk jaminan ini diturunkan dalam bentuk jaminan 
sosial tenaga kerja yang bekerjasama dengan BPJS 
Ketenagakerjaan. Bagi pemberi kerja yang tidak 
mendaftarkan pekerjanya akan mendapatkan hukuman 
berupa sanksi terulis, teguran dan juga sanksi 
administratif. 
C. Sanksi administratif yang disebutkan tadi berupa tidak 
diberikannya perijinan terkait bidang usaha seperti ijin 
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mendirikan bangunan, ijin melakikan tender proyek atau 
tidak diberi ijin untuk memperkerjakan tenaga kerja asing 
2) Memberikan waktu istirahat 
A. setiap pekerja wajib mendapatkan waktu istirahat sesuai 
dengan pasal 79 Undang-Undang Ketenagakerjaan. 
Dijelaskan dalam aturan tersebut, setiap pekerja bisa 
mendapatkan waktu istirahat sekurang-kurangnya 
setengah jam setelah bekerja selama 4 jam secara terus 
menerus. 
B. Dalam hal istirahat mingguan, pekerja berhak 
mendapatkan istirahat selama 2 hari untuk waktu kerja 
selama 5 hari dengan waktu kerja 8 jam sehari. Sedangkan 
unttuk waktu kerja 6 hari, pekerja berhak mendapat waktu 
istirahat selama 1 hari dengan waktu kerja 7 jam sehari. 
3) Membayarkan upah 
Dalam hal pemberian upah tenaga kerja sesuai dengan 
pasal 88 Undang-undang Ketenagakerjaan. Untuk besaran 
upah ini tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang 
ditetapkan oleh Pemerintah yang ditetapkan sesuai 
UMP/UMK. Ada tiga komponen upah yang bisa dijadikan 
sebagai besaran upah yang harus dibayarkan oleh perusahaan. 
Komponen upah tersebut yaitu : 
1. Upah pokok 
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2. Upah pokok dengan tunjangan tetap, dimana besaran upah 
pokok minimal 75% dari besaran upah tokok dan 
tunjangan tetap. 
3. Upah pokok dengan tunjangan tetap dan tidak tetap, 
dimana besaran upah pokok 75% dari besara upah pokok, 
tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. 
Dalam hal besaran upah, dapat diatur dalam 
Perjanjian Kerja antara pemberi kerja dan juga pekerja. 
Untuk menentukan besaran ini pemberi kerja harus 
memperhitungkan pengalaman kerja, tingkat pendidikan, 
kemampuan dan juga kecapakan pekerja untuk 
mengerjakan sebuah pekerjaan. Dalam hal pembaayaran, 
pengusaha juga harus membayar upah kepada pekerja 
tepat waktu. Perusahaan yang terlambat membayar 
upah bisa dikenai sanksi oleh pemerintah.  
Kesepakatan tanggal pembayaran upah setiap bulan 
biasanya sudah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama 
antara pihak perusahaan dan pekerja. 
4) Memberikan waktu ibadah 
A. Dalam UU Ketenagakerjaan juga diatur mengenai hak 
pekerja dalam melakukan ibadah sesuai dengan agama 
yang dianutnya pada pasal 80. Setiap pengusaha wajib 
24 
 
memberikan waktu yang cukup agar pekerjanya bisa 
melakukan ibadah sesuai agamanya. 
B. Selain itu, pihak perusahaan juga tidak bisa memutuskan 
hubungan kerja dengan menggunakan alasan pekerja 
melakukan ibadah sesuai dengan agamanya. 
 
2.3 Tinjauan Atas Perlindungan Hukum 
2.3.1 Perlindungan Hukum bagi tenaga kerja  
Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu bentuk tindakan 
atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek 
hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan 
berdasarkan hukum positif di Indonesia. Perlindungan hukum timbul 
karena adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah 
interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau 
mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban)
14
.  
Perlindungan Hukum juga dapat diartikan sebagai segala 
daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun 
lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan 
pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai 
dengan hak-hak asasi yang ada. Pada prinsipnya perlindungan 
hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita, 
sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan 
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dalam penjelasan UUD 1945 diantaranya menyatakan prinsip 
"Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaaf) 
dan pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar)", 




Hubungan hukum tersebut dilakukan antara subyek hukum, 
baik manusia (naiurlijke person), badan hukum (Recht Persoon) 
maupun jabatan (ambt) merupakan bentuk dari perbuatan hukum, 
yang mana masing-masing subyek hukum merupakan pemikul hak 
dan kewajiban dalam melakukan tindakan hukum berdasarkan atas 
kemampuan dan kewenangan
16
. Hubungan hukum yang terjadi 
akibat interaksi antar subyek hukum tersebut secara langsung 
maupun tidak langsung menimbulkan adanya relevansi serta adanya 
akibat-akibat hukum. Sehingga nantinya agar suatu hubungan hukum 
tersebut dapat berjalan dengan seimbang serta adil dalam arti setiap 
subyek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya serta dapat 
menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka hukum 




Dalam kehidupan dimana hukum dibangun dengan dijiwai 
oleh moral konstitusionalme, yaitu menjamin kebebasan/hak warga, 
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maka menaati hukum dan konstitusi pada hakekatnya menaati 
imperatif yang terkandung sebagai substansi maknawi di dalamnya 
imperatif hak-hak warga yang asasi harus dihormati dan ditegakkan 
oleh pengembang kekuasaan negara dimanapun dan kapanpun, juga 
ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau 
untuk mempengaruhi jalannya proses pembuatan kebijakan publik. 
Begitu banyaknya hak-hak kita sebagai manusia dan begitu 
maraknya pelanggaranpelanggaran serta tindakan-tindakan yang 
dalam hal ini mengancam hak-hak asasi kita maka pemerintah 
mengadakan perlindungan hukum dimana itu semua sangat 
memerlukan perhatian yang tidak biasa karena menyangkut hak-hak 
kita sebagai manusia.  
Adapun wujud perlindungan hukum tersebut meliputi 
diantaranya perlindungan hukum terhadap pekerja, aspek 
perlindungan anak dan perempuan.
18
 Secara sosial ekonomis 
kedudukan pekerja adalah tidak bebas. Sebagai orang yang tidak 
mempunyai bekal hidup lain dari itu, ia terpaksa bekerja pada orang 
lain. Majikan inilah yang pada dasarnya menentukan syarat-syarat 
kerja. Mengingat kedudukan pekerja yang lebih rendah dari pada 
majikan maka perlu adanya campur tangan pemerintah untuk 
memberikan perlindungan hukumnya. Hal ini dikarenakan 
                                                          
18




perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan.
19
Ada dua 
kekuasaan yang selalu menjadi perhatian, yakni kekuasaan 
pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan 
kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi 
rakyat yang diperintah terhadap pemerintah yang memerintah.  
Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan 
perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah terhadap si 
kuat, misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha
20
. 
Perlindungan hukum bagi buruh sangat diperlukan mengingat 
kedudukannya yang lemah. Menurut Zainal Asikin bahwa 
“perlindungan hukum dari kekuasaan majikan terlaksana apabila 
peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang 
mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam 
perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak 
karena keberlakuan hukum tidak dapat diatur secara yuridis saja, 
tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis”. Dalam hal ini 
hubungan hukum yang terjadi antara pemerintah dengan warga 
negara tergantung dari sifat dan kedudukan pemerintah dalam 
melakukan suatu tindakan hukum tersebut. Pemerintah mempunyai 
dua kedudukan, yaitu pemerintah sebagai wakil dari badan hukum 
publik (publiek recht person, public legal entility) dan pemerintah 
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sebagai pejabat dari jabatan pemerintah.Ketika pemerintah 
melakukan tindakan hukum dalam kapasitasnya sebagai badan 
hukum, tindakan itu diatur dan tunduk pada administrasi negara. 
Baik tindakan hukum keperdataan maupun tindakan hukum publik 
dapat menjadi peluang munculnya suatu perbuatan yang 
bertentangan dengan hukum dan dapat melanggar hak-hak dari 
subyek hukum warganegara 
 
2.4 Tinjauan Umum Tentang Pelaksaan Outsourcing  
2.4.1 Pengertian Outsourcing 
Outsourcing (Alih Daya) diartikan sebagai pemindahan atau 
pendelegasian beberapa proses bisnis kepada suatu badan penyedia 
jasa, dimana badan penyedia jasa tersebut melakukan proses 
administrasi dan manajemen berdasarkan definisi serta kriteria yang 
telah disepakati oleh para pihak.
21
 Outsourcing (Alih Daya) dalam 
hukum ketenagakerjaan di Indonesia diartikan sebagai pemborongan 
pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja pengaturan hukum 
Outsourcing (Alih Daya) di Indonesia diatur dalam : 
1. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 (pasal 
64, 65 dan 66) 
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik 
Indonesia  Nomor  Keputusan 101/Men/VI/2004 Tahun 2004 
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 Moch Nurahman, 2014. Artikel “Outsource dipandang dari sudut perusahaan pemberi kerja”, 
http://www.apindo.or.id, diakses tanggal 25 Desember 2015 
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tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa 
Pekerja/Buruh (Kepmen 101/2004). 
3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang paket 
Kebijakan Iklim Investasi. 
Bahwa Outsourcing (Alih Daya) sebagai salah satu faktor yang 
harus diperhatikan dengan serius dalam menarik iklim investasi ke 
Indonesia. Bentuk keseriusan pemerintah tersebut dengan 
menugaskan menteri tenaga kerja untuk membuat draft revisi 
terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan. Pengaturan tentang Outsourcing (Alih Daya) ini 
sendiri masih dianggap pemerintah kurang lengkap. Outsourcing 
tidak dapat dipandang secara jangka pendek saja, dengan 
menggunakan Outsourcing perusahaan pasti akan mengeluarkan 
dana lebih sebagai management fee perusahaan Outsourcing.  
Outsourcing harus dipandang secara jangka panjang, mulai 
dari pengembangan karir karyawan, efisiensi dalam bidang tenaga 
kerja, organisasi, benefit dan lainnya. Perusahaan dapat fokus pada 
kompetensi utamanya dalam bisnis sehingga dapat berkompetisi 
dalam pasar, dimana hal-hal intern perusahaan yang bersifat 
penunjang (supporting) dialihkan kepada pihak lain yang lebih 
profesional. Pada pelaksanaannya, pengalihan ini juga menimbulkan 
beberapa permasalahan terutama masalah ketenagakerjaan. Dalam 
pengertian umum, istilah Outsourcing (Alih Daya) diartikan sebagai 
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contract (work) out seperti yang tercantum dalam Concise Oxford 
Dictionary, sementara mengenai kontrak itu sendiri diartikan sebagai 
berikut: “ Contract to enter into or make a contract. From the latin 
contractus, the past participle of contrahere, to draw together, bring 
about or enter into an agreement.” (Webster’s English Dictionary)22. 
Pengertian Outsourcing (Alih Daya) secara khusus didefinisikan oleh 
Maurice F Greaver II, pada bukunya Strategic Outsourcing, A. 
Structured Approach to Outsourcing: Decisions and Initiatives, 
dijabarkan sebagai berikut “Strategic use of outside parties to 
perform activities, traditionally handled by internal staff and 
respurces”23.  
Menurut definisi Maurice Greaver, Outsourcing (Alih Daya) 
dipandang sebagai tindakan mengalihkan beberapa aktivitas 
perusahaan dan hak pengambilan keputusannya kepada pihak lain 
(outside provider), dimana tindakan ini terikat dalam suatu kontrak 
kerjasama. Beberapa pakar serta praktisi Outsourcing (Alih Daya) 
dari Indonesia juga memberikan definisi mengenai Outsourcing, 
antara lain menyebutkan bahwa Outsourcing (Alih Daya) dalam 
bahasa Indonesia disebut sebagai alih daya, adalah pendelegasian 
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operasi dan manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak 
luar (perusahaan jasa Outsourcing)
24
.  
Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Muzni Tambusai, 
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Departemen 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mendefinisikan pengertian 
Outsourcing (Alih Daya) sebagai memborongkan satu bagian atau 
beberapa bagian kegiatan perusahaan yang tadinya dikelola sendiri 
kepada perusahaan lain yang kemudian disebut sebagai penerima 
pekerjaan Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas, terdapat 
persamaan dalam memandang Outsourcing (Alih Daya) yaitu 
terdapat penyerahan sebagian kegiatan perusahaan pada pihak lain.  
2.4.2 Pengaturan Outsourcing 
Pelaksanaan outsourcing melibatkan 3 (tiga) pihak yakni 
perusahaan penyedia tenaga kerja outsourcing, perusahaan pengguna 
tenaga kerja outsourcing, dan tenaga kerja outsourcing itu sendiri. 
Oleh karena itu perlu adanya suatu peraturan agar pihak-pihak yang 
terlibat tidak ada yang dirugikan khususnya tenaga kerja 
outsourcing. Mengingat bisnis outsourcing berkaitan erat dengan 
praktek ketenagakerjaan, maka Undang-undang No.13 Tahun 2003 
tentang ketenagakerjaan merupakan salah satu peraturan pelaksanaan 
outsorcing di Indonesia yang ditemukan dalam Pasal 64, Pasal 65 
dan Pasal 66.  
                                                          
24
 Chandra Suwondo, 2007. Outsourcing; Implementasi di Indonesia, Elex Media Computindo, 
Jakarta, h. 2. 
32 
 
 Dasar Pelaksanaan Outsourcing 
Prinsip dasar pelaksanaan outsourcing adalah terjadinya 
suatu kesepakatan kerjasama antara perusahaan pengguna jasa 
tenaga kerja dan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja dalam 
bentuk perjanjian pemborongan pekerjaan pekerjaan atau 
penyediaan jasa pekerja, dimana perusahaan pengguna tenaga 
kerja akan membayar suatu jumlah tertentu sesuai kesepakatan 
atas hasil pekerjaan dari tenaga kerja yang disediakan oleh 
perusahaan penyedia tenaga kerja. Sesuai dengan ketentuan 
yang tercantum dalam Pasal 64, yang berbunyi sebagai berikut:  
”Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan 
pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian 
pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh 
yang dibuat secara tertulis. Dengan demikian outsorcing dapat 
terlaksana bila sudah ditandatangani suatu perjanjian antara 
pengguna jasa tenaga kerja dan penyedia jasa tenaga kerja 
yaitu perjanjian pemborongan kerja atau penyediaan jasa 
tenaga kerja.  
Pengertian perjanjian pemborongan menurut Pasal 1601 b 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebut 
perjanjian pemborongan dengan pemborongan pekerjaan yakni 
sebagai perjanjian dengan mana pihak yang satu, sipemborong, 
mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan 
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bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan dengan 
menerima suatu harga yang ditentukan. Definisi tersebut 
kurang tepat karena menganggap perjanjian pemborongan 
adalah perjanjian sepihak karena pemborong hanya 
mempunyai kewajiban saja sedangkan yang memborongkan 
hanya memiliki hak saja. Oleh karena itu F.X. Djumialdji, SH 
memberikan suatu definisi yaitu :  
“Pemborongan pekerjaan adalah suatu persetujuan dengan 
mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk 
menyelenggarakan suatu pekerjaan, sedangkan pihak yang 
lain, yang memborong, mengikatkan diri untuk membayar 
suatu harga yang telah ditentukan”.25 Perjanjian pemborongan 
pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan pengguna tenaga 
kerja dan perusahaan penyedia tenaga kerja harus dalam 
bentuk tertulis, sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (1) sebagai 
berikut “Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada 
perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan 
pekerjaan yang dibuat secara tertulis”.  
2.4.3 Pelaksanaan Sistem Pekerjaan Outsourcing  
Pelaksanaan Sistem Pekerjaan Outsourcing Dalam praktik 
sehari-hari outsourcing diakui lebih banyak merugikan 
pekerja/buruh. Hal ini disebabkan posisi buruh yang lemah jika 
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dibandingkan dengan posisi pengusaha sebagai pemilik 
perusahaan.
26
 Hubungan kerja yang dilakukan pada dasarnya dalam 
bentuk tidak tetap/kontrak atau yang dikenal dengan perjanjian kerja 
dalam waktu tertentu (PKWT). Dalam hal ini kerugiannya, karena 
upah lebih rendah, jaminan sosial meskipun ada hanya sebatas 
minimal, tidak adanya job security, serta tidak adanya jaminan 
pengembangan karier bagi pekerja/buruh. Hubungan kerja antara 
pekerja/buruh dengan pengusaha/pemberi kerja bersifat sub ordinasi 
yaitu hubungan diperatas atau vertical. Hal ini tentu berbeda dengan 
hubungan hukum pada umumnya dalam suatu perikatan yang 
sifatnya koordinasi atau horizontal.
27
 Keadaan tersebut dapat terjadi 
karena sebelum adanya pengaturan Undang-Undang No.13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak ada satupun peraturan 
perundang-undangan dibidang. ketenagakerjaan yang mengatur 
perlindungan terhadap pekerja/buruh dalam pelaksanaan sistem 
pekerjaan secara outsourcing.  
Adanya pengaturan tentang Ketenagakerjaan melalui 
UndangUndang No.13 Tahun 2003 memberikan perlindungan 
khusus bagi hubungan kerja yang dilakukan. Meskipun diakui bahwa 
pengaturan outsourcing dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan 
tersebut belum dapat menjawab semua permasalahan yang terjadi 
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dalam pelaksanaan outsourcing yang begitu luas dan kompleks. 
Namun, dalam hal ini setidaknya dapat memberikan perlindungan 
hukum terhadap pekerja/buruh terutama yang menyangkut syarat-
syarat kerja, kondisi kerja serta jaminan sosial dan perlindungan 
kerja lainnya dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan apabila 
terjadi permasalahan. Pada dasarnya permasalahan tersebut 




Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No.13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan secara eksplisit tidak dibuat isitilah 
outsourcing. Pelaksanaan outsourcing dapat disarikan berdasarkan 
Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 65 ayat (1) ditentukan bahwa:  
1. Perjanjian pemborongan pekerjaan dibuat secara tertulis. 
2. Bagian pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan 
penerima pekerjaan, diharuskan memenuhi syarat-syarat yakni:  
a. Apabila bagian pekerjaan yang tersbeut dapat dilakukan 
secara terpisah dari kegiatan utama, 
b. Bagian pekerjaan itu merupakan kegiatan penunjang 
perusahaan secara keseluruhan sehingga kalau dikerjakan 
pihak lain tidak akan menghambat proses produksi secara 
langsung, dan 
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c. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung 
dari pemberi pekerjaan.  
Semua persyaratan diatas, bersifat komulatif sehingga apabila 
salah satu saja syarat tidak dipenuhi, maka bagian pekerjaan tersebut 
tidak dapat di outsourcing-kan. Perusahaan penerima pekerjaan 
harus berbadan hukum. Ketentuan ini diperlukan karena banyak 
perusaahaan penerima pekerjaan yang tidak bertanggung jawab 
dalam memenuhi kewajiban terhadap hakhak pekerja/buruh 
sebagaimana mestinya sehingga pekerja/buruh menjadi terabaikan. 
Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada 
perusahaan penerima pekerja sekurang-kurangnya sama dengan 
pekerja/buruh pada perusahaan pemberi kerja. Hal ini berguna agar 
terdapat perlakuan adil terhadap pekerja/buruh baik di perusahaan 
pemberi maupun perusahaan penerima pekerja.  
Hubungan kerja yang terjadi pada pelaksanaan outsourcing 
adalah hubungan antara pekerja/buruh dengan perusahaan penerima 
pekerjaan dan dituangkan dalam perjanjian kerja secara tertulis. 
Hubungan kerja tersebut pada dasarnya dibuat dalam perjanjian kerja 
dengan waktu tertentu (PKWT) atau perjanjian kerja waktu tidak 
tertentu (PKWTT). Pada dasarnya perjanjian kerja waktu tertentu 
(PKWT) dapat terlaksana dengan baik apabila memenuhi semua 
persyaratan baik formal maupun materiil sebagaimana diatur dalam 
Pasal 59 Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang 
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Ketenagakerjaan. Dengan demikian hubungan kerja pada 
outsourcing tidak selalu dalam bentuk perjanjian kerja waktu tertentu 
(PKWT) atau kontrak. Agar mendapat pemahaman lebih jelas, pada 
dasarnya perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dapat berubah 
menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) apabila 
terjadi faktorfaktor yakni :  
1. Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tidak dibuat dalam 
bahasa Indonesia  dan huruf latin,  
2. Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tidak dibuat untuk 
pekerjaan yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan 
pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu : 
a. Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya; 
b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu 
yang tidak terlalu lama dan paling lama hingga 
perpanjangan selama 3 tahun;  
c. pekerjaan yang bersifat musiman;  
d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru atau 
kegiatan baru  atau tambahan yang dalam percobaan atau 
penjajangan.  
e. Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) diadakan untuk 
pekerjaan yang bersifat tetap, 
f. Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang didasarkan 
atas jangka waktu tertentu diadakan untuk lebih dari dua 
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tahun dan diperpanjang lebih dari satu kali untuk jangka 
waktu lebih dari satu tahun,  
g. Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian 
kerja waktu tertentu (PKWT) paling lama tujuh hari 
sebelum perjanian tersebut berakhir tidak memberikan 
maksudnya secara tertulis kepada pekerja atau buruh yang 
bersangkutan  
h. Pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) 
diadakan tidak melebihi masa tenggang waktu tiga puluh 




Selain faktor-faktor penunjang diatas, perlu juga dilakukan 
dan ditetapkan skema proses produksi suatu barang maupun jasa 
sehingga dapat ditentukan pekerjaan pokok/utama yang 
dilaksanakan. Pengaturan outsourcing dalam Undang-undang No.13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan peraturan 
pelaksana yang tujuannya untuk memberikan kepastian hukum dan 
sekaligus memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak. Jika 
dilihat dalam praktiknya belum terlaksana dengan baik, bukan 
karena aturannya akan tetapi karena para pihak yang membuatnya. 
Agar terlaksana dengan baik, secara khusus diperlukan pengawas 
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ketenagakerjaan dan peran masyarakat sendiri disamping perlunya 
kesadaran itikad baik dari semua para pihak 
 
2.5 Pihak – pihak Dalam Outsourcing 
1. Perusahaan Pengguna Penyedia Jasa Outsourcing / Perusahaan Pemberi 
Kerja   
2. Perusahaan Pengguna Penyedia Jasa Outsourcing / Perusahaan Pemberi 
kerja menurut Peraturan Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi No 19 
Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan 
Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain Pasal 1 angka (1) menjelaskan 
bahwa perusahaan pemberi kerja adalah perusahaan yang menyerahkan 
sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan penerima 
pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. Dalam 
keputusan Menteri Tengakerja No KEP.220/MEN/X/2004 Pasal 1 
angka (1) disebutkan bahwa perusahaan yang selanjutnya disebut 
dengan perusahaan pemberi pekerjaan adalah setiap usaha yang 
berbadan hukum atau bukan yang berbentuk badan hukum, milik orang 
perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum baik swasta 
maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan upah 
atau imbalan dalam bentuk lain. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha 
lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan 
membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.  
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3. Perusahaan Penyedia Jasa Outsourcing Perusahaan Penyedia Jasa 
Outsourcing adalah pengusaha yang memasok penyediaan jasa 
tenagakerja kepada perusahaan pemberi kerja untuk melakukan 
pekerjaan dibawah perintah langsung dari perusahaan pemberi kerja. 
Perusahaan penyedia jasa pekerja wajib berbadan hukum dan memiliki 
izin dari instansi ketenagakerjaan. 30  
4. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi No 19 
Tahun 2012 tentang Syarat –syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan 
Pkerjaan Kepada Perusahaan Lain Pasal 1 angka (3) Perusahaan 
penyedia ajsa pekerja outsourcing adalah perusahaan yang berbentuk 
badan hukum perseroan terbatas (PT) yang memenuhi syarat untuk 
melaksanakan kegiatan jasa penunjang perusahaan pemberi pekerjaan.  
Pengertian perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing jika 
dikaitkan dengan dunia perbankan, menurut peraturan OJK No 
9/PJOK.03/2016 Pasal 1 angka (3) menjelaskan bahwa perusahaan 
penyedia jasa adalah perusahaan yang melaksanakan sebagian 
pekerjaan yang diserahkan Bank melalui perjanjian pemborongan 
pekerjaan dan atau melalui perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja.   
Adapun sebagai perusahaan penyediaan jasa tenagakerja yang 
dapat menyerahkan pekerja untuk bekerja pada perusahaan pengguna 
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :  
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1) Berbadan hukum dan memiliki izin operasional dari instansi 
bidang ketenagakerjaan selama 5 tahun.  
2) Ada hubungan kerja antara pengusaha jasa penyediaan jasa 
tenagakerja dan pekerja dengan menggunakan perjanjian kontrak 
kerja waktu tertentu atau waktu tidak tertentu yang isinya tidak 
boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang 
berlaku.  
3) Perlindungan upah, kesejahteraan, dan syarat kerja termasuk 
apabila timbul perselisihan merupakan tanggung jawab  
perusahaan penyedia jasa tenagakerja.  
4) Perjanjian antara perusahaan pengguna dengan perusahaan 
penyedia jasa tenagakerja dibuat tertulis dan wajib memuat  
pasal-pasal yang dimaksud dalam undang-undang 
ketenagakerjaan. Dalam dunia perbankan, bank hanya dapat 
melakukan outsourcing dengan perusahaan penyedia jasa yang 
memenuhi persyaratan sebagai berikut :  
1) Berbadan hukum  
2) Memiliki izin usaha yang masih berlaku dari instansi 
berwenang sesuai bidang usahanya  
3) Memiliki kinerja keuangan dan reputasi yang baik serta 
pengalaman yang cukup.  
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4) Memiliki sumber daya manusia yang mendukung 
pelaksanaan pekerjaan yang di outsourcingkan atau yang di 
alih dayakan  
5) Memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam alih 
daya  
 Pekerja Outsourcing  
Pengertian atau definisi dari pekerja outsourcing tidak jauh 
berbeda dengan pengertian pekerja berdasarkan Undang-undang 
Ketenagakerjaan. Pekerja menurut Undang-undang No 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka (3) adalah setiap orang yang 
bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.  
Sedangkan Pekerja menurut peraturan Menteri No 19 tahun 2012 Pasal 
1 angka (6)  menjelaskan bahwa pekerja adalah setiap orang yang 
bekerja pada perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan 
penyedia jasa pekerja/buruh yang menerima upah atau imbalan dalam 
bentuk lain 
 
2.6 Syarat-syarat Pekerjaan Yang Dapat Diserahkan Kepada Pihak Lain. 
Pada dasarnya tujuan utama suatu perusahaan melakukan 
outsourcing adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keunggulan 
kompetitif perusahaan agar dapat mempertahankan hidup dan berkembang. 
Mempertahankan hidup berarti tetap dapat mempertahankan pangsa pasar, 
sementara berkembang berarti dapat meningkatkan pangsa pasar, dengan 
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tujuan strategis ialah bahwa dengan melakukan outsourcing, perusahaan 
ingin meningkatkan kemampuannya berkompetisi, atau ingin meningkatkan 
atau sekurang-kurangnya mempertahankan keunggulan kompetitifnya.  
Kompetisi antara perusahaan umumnya menyangkut tiga hal, yaitu 
harga produk, mutu produk dan layanan. Oleh karena itu, pekerjaan harus 
diserahkan pada pihak yang lebih profesional dan lebih berpengalaman 
daripada perusahaan sendiri dalam melaksanakan jenis pekerjaan yang 
diserahkan, tidak sekedar pihak ketiga saja. Namun demikian tidak semua 
pekerjaan dapat dialihkan dengan cara outsourcing, hanya pekerjaan yang 
memenuhi syarat-syarat tertentu saja yang dapat dialihkan kepada 
perusahaan lain. Perusahaan dalam hal ini dapat menyerahkan sebagian 
pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan lainnya melalui :  
o Pemborongan pekerjaan;  
o Penyediaan jasa pekerja.  
Pasal 65 ayat (1) undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan menyebutkan “Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan 
kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan 
pekerjaan yang dibuat secara tertulis”. Pekerjaan yang dapat diserahkan 
kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 65 ayat (2) yaitu : 
1. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; 
2. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari 
pemberi pekerjaan;  
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3. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; 
4. Tidak menghambat proses produksi secara langsung. Berdasarkan 
Pasal 66 undang-undang No.13 Tahun 2003, outsourcing 
dibolehkan hanya untuk kegiatan penunjang dan kegiatan yang 
tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Dalam 
penjelasan Pasal 66 UU Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan 
bahwa :  
Yang dimaksud dengan kegiatan penunjang atau kegiatan yang 
tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah 
kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok (core bussiness) 
suatu perusahaan. Kegiatan tersebut antara lain usaha pelayanan 
kebersihan (cleaning service), usaha penyediaan makanan bagi 
pekerja/buruh catering, usaha tenaga pengaman (security/satuan 
pengamanan), usaha penunjang di pertambangan dan perminyakan, 
serta usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh. Syarat-syarat 
Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain diatur 
 juga dalam Pasal 6 KEPMENAKERTRANS No. 
KEP220/MEN/X/2004 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian 
Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan lain yang bunyinya 
sebagai berikut : 
1. Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada pemborong pekerjaan 
harus memenuhi syarat  
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a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama, baik 
manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan; 
b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung 
dari pemberi pekerjaan;  
c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara 
keseluruhan;  
d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung, 
artinya apabila pekerjaan yang diborong tersebut apabila 
tidak dilaksanakan, maka kegiatan utama tetap  berjalan 
sebagaimana mestinya. 
2. Perusahaan pemberi pekerjaan wajib membuat alur kegiatan 
proses pelaksanaan pekerjaan. 
3. Perusahaan pemberi pekerjaan menetapkan jenis-jenis 
pekerjaan yang utama dan  menunjang serta melaporkan kepada 
instansi ketenagakerjaan setempat. 
 
2.7 Syarat-syarat Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja Outsourcing 
Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 
mengatur syarat-syarat perusahaan yang dapat menyediakan tenaga kerja 
agar kepentingan para pihak yang terlibat dalam perjanjian outsourcing, 
baik pihak-pihak yang berhubungan maupun terhadap pekerja/buruh yang 
dipekerjakan tidak ada yang dirugikan terutama tenaga kerja outsourcing 
yang biasanya berada pada posisi yang lemah. Syarat-syarat tersebut dalam 
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Pasal 65 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 disebutkan : 36 1. Perusahaan 
penyedia tenaga kerja haus berbentuk badan hukum (Pasal 65 ayat (3)) 2. 
Perusahaan penyedia tenaga kerja harus mampu memberikan 
perlindungan upah dan kesejahteraan, memenuhi syarat-syarat kerja 
sekurang-kurangnya sama dengan perusahaan pengguna tenaga kerja atau 
peraturan-perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 65 ayat (4)), dengan 
kata lain perusahaan penyedia tenaga kerja minimal harus memiliki 
Peraturan Perusahaan yang telah disetujui oleh Departemen Tenaga Kerja. 
Pasal 66 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 antara lain : 
1. Ada hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan 
penyedia  jasa  pekerja/buruh; 
2. Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja adalah perjanjian 
kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana 
terdapat dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan/atau 
perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan 
ditandatangani oleh kedua belah pihak.  
3. Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta 
perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan 
penyedia jasa pekerja/buruh.  
4. Perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan 
perusahaan  penyedia pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajib 
memuat pasal  sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. 
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5. Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan 
hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di 
bidang ketenagakerjaan. Apabila ketentuan-ketentuan yang telah 
disebutkan diatas  tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan 
kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh 
dan perusahaan pemberi pekerjaan. 
 
2.8 Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja. 
Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, dalam dunia 
outsourcing, baik dalam pemborongan pekerjaan maupun penyediaan jasa 
tenaga kerja, perusahaan diwajibkan menjamin perlindungan/jaminan 
terhadap hak-hak pekerja/buruh.perlindungan tersebut dimulai dengan 
adanya kewajiban, bahwa perusahaan harus berbadan hukum. Bila kita 
berbicara masalah perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja, maka hal ini 
merupakan masalah yang sangat komplek karena akan berkaitan dengan 
kesehatan kerja, keselamatan kerja, upah, kesejahteraan, dan jamsostek. 
Undang-Undang No. 13 tahun 2003 telah mengatur semua di dalam 
pasalpasalnya. 39 Menurut Soepomo, perlindungan tenaga kerja dibagi 
menjadi 3 (tiga ) macam, yaitu : 
1. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam 
bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak 
mampu bekerja di luar kehendaknya. 
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2. Perlindungan sosial, yaitu : perlindungan tenaga kerja dalam 
bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan 
perlindungan hak untuk  berorganisasi. 
3. Perlindungan teknis 31, yaitu : perlindungan tenaga kerja dalam 
bentuk keamanan  dan keselamatan kerja. Beberapa Pasal yang 
dijadikan pedoman untuk  perlindungan kerja tenaga outsourcing 
pekerjaan penyediaan tenaga kerja di PT Gudang Garam Kota 
Tegal, berdasarkan objek perlindungan tenaga kerja  Undang-
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Implementasi undang- undang ketenagakerjaan no 13 tahun 2003 
1. Sejarah perusahaan  
Gudang Garam didirikan pada 26 Juni 1958 oleh Tjoa Jien 
Hwie atau Surya Wonowidjoyo. Sebelum mendirikan perusahaan ini, 
di saat berumur sekitar dua puluh tahun, Tjoa Jien Hwie mendapat 
tawaran bekerja dari pamannya di pabrik rokok Cap 93 yang 
merupakan salah satu pabrik rokok terkenal di Jawa Timur pada 
waktu itu. Berkat kerja keras dan kerajinannya dia mendapatkan 
promosi dan akhirnya menduduki posisi direktur di perusahaan 
tersebut.Pada tahun 1956 Tjoa Jien Hwie meninggalkan Cap 93. Dia 
memilih lokasi di jalan Semampir II/l, Kediri, di atas tanah seluas ± 
1000 m2 milik Bapak Muradioso yang kemudian dibeli perusahaan, 
dan selanjutnya disebut Unit I ini, ia memulai industri rumah tangga 
memproduksi rokok sendiri, diawali dengan rokok 
kretek dari kelobot dengan merek Inghwie.  
Setelah dua tahun berjalan Ing Hwie mengganti nama 
perusahaannya menjadi Pabrik Rokok Tjap Gudang Garam. PT 
Gudang Garam Tbk tidak mendistribusikan secara langsung 
melainkan melalui PT Surya Madistrindo lalu kepada pedagang 
eceran kemudian baru ke konsumen.Pada 4 Agustus 2017, Japan 
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Tobacco International (Japan Tobacco Inc.), membeli 100% saham 
PT Karyadibya Mahardika dan PT Surya Mustika Nusantara, anak 
perusahaan dari PT Gudang Garam Tbk. 
Cikal-Bakal Gudang Garam Susilo Wonowidjojo atau Cao 
Daoping dilahirkan di Kediri, Jawa Timur, pada 18 November 1956. 
Ayah Susilo, Tjoa Jien Hwie atau Surya Wonowidjojo, datang 
langsung dari Cina, tepatnya dari Fujian. Surya menetap di 
Sampang, Madura, sejak 1926, dan memulai usahanya sebagai 
pedagang keliling.Surya kemudian pindah ke Kediri dan bekerja di 
pabrik rokok Cap 93 milik pamannya, Tjoa Kok Tjiang. Kemudian, 
pada umur 35 tahun, Surya membuat perusahaan sendiri bersama 50 
mantan karyawan pamannya. Mereka mendirikan pabrik rokok 
klobot dengan label Ing Hwie. Inilah cikal-bakal Gudang Garam. 
Pabrik tersebut didirikan pada 26 Juni 1958 di lahan seluas kurang 
lebih 1000 meter persegi. Surya memimpin pabrik ini hingga akhir 
hayatnya. Setelah kematian Surya, putra pertamanya yang bernama 
Tjoa To Hing atau Rachman Halim (kakak Susilo) meneruskan 
kepemimpinan pabrik rokok keluarga yang nantinya dikenal dengan 
nama Gudang Garam itu. Rachman wafat pada 27 Juli 2008.setahun 
setelah kematian Rachman, Susilo yang kala itu berposisi sebagai 
wakil presiden direktur ditunjuk sebagai Presiden Direktur PT 
Gudang Garam menggantikan kakaknya. Susilo sendiri sudah 
menjabat sebagai salah satu direktur sejak 1976 hingga 1990.  
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Terobosan Susilo Wonowidjojo Susilo sudah lama berperan 
penting dalam membesarkan Gudang Garam dengan berbagai 
terobosan yang dilakukannya. Tahun 1979, misalnya, ia 
mengembangkan mesin khusus untuk memproduksi rokok kretek. 
Kemudian pada 2002, rokok kretek mild yang mengandung nikotin 
dan tar berkadar lebih rendah pertama hadir lewat hasil pikir 
Susilo. Bersama rekannya yang bernama Buana Susilo, ia bahkan 
merumuskan penemuan mengenai metode memproduksi filter rokok 
dan mendapatkan hak paten di Amerika Serikat pada 2002. Hasil 
riset Susilo dan Buana ini menjelaskan cara pembuatan rokok saring 
dalam arah memanjang yang sedikitnya terdiri dari dua bagian 
saringan yang berbeda. 
Gudang Garam semakin melesat sejak Susilo memimpin. 
Hingga tahun 2013, ia mengelola setidaknya 208 hektar area 
produksi yang tersebar di Kediri dan Pasuruan. Seperti 
dilansir Bloomberg, Gudang Garam menguasai seperlima pasar 
tembakau di Indonesia dan memperkerjakan sekitar 36.000 pekerja. 
2. Visi dan Misi perusahaan 
A. Visi 
Berawal dari industri rumahan, perusahaan kretek Gudang 
Garam telah tumbuh dan berkembang seiring tata kelola 
perusahaan yang baik dan berlandaskan pada filosofi Catur 
Dharma. Nilai-nilai tersebut merupakan panduan kami dalam 
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tata laku dan kinerja perusahaan bagi karyawan, pemegang 
saham, serta masyarakat luas. 
B. Misi 
Dalam Catur Dharma Perusahaan: 
1. Kehidupan yang bermakna dan berfaedah bagi masyarakat 
luas merupakan suatu kebahagiaan. 
2. Kerja keras, ulet, jujur, sehat, dan beriman adalah prasyarat 
kesuksesan. 
3. Kesuksesan tidak dapat terlepas dari peranan dan kerjasama 
dengan orang lain. 
4. Karyawan adalah mitra usaha yang utama. 
3. Struktur organisasi perusahaan 
a. Definisi  Struktur Organisasi  
Struktur Organisasi adalah kerangka dan susunan yang 
merupakan pola hubungan antarfungsi, bagian atau posisi, 
maupun orang - orang dalam organisasi / perusahaan. Pengertian 
jelas tentang struktur organisasi dikemukakan oleh beberapa ahli 
diantara nya sebagai berikut : 
 Robbin dan Coulter, 2007 
Struktur organisasi adalah kerangka kerja formal organisasi 
yang dengan kerangka kerja itu tugas - tugas pekerjaan 
dibagi - bagi, dikelompokkan, dikoordinasikan. 
 Handoko, 2013 
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Struktur organisasi adalah mekanisme - mekanisme formal 
dengan mana suatu organisasi dikelolah. 
 Hasibuan,2014 
Struktur organisasi adalah suatu yang menggambarkan tipe 
organisasi, pendapertemen organisasi, dan kedudukan. 
b. Tujuan 
Tujuan nya adalah untuk menempatkan pembagian kerja 
dan penanggung jawaban  hasil pekerjaan agar efisie. Berikut 
model desain organisasi yang masih kita kenal sampai sekarang  
 Model Mekanistis 
Sebuah struktur yang dicirikan oleh departementalisasi yang 
luas, formalisasi yang tinggi, jaringan informasi yang 
terbatas, dan sentralisasi. 
 Model Organik 
Sebuah struktur yang rata, menggunakan tim lintas hierarki 
dan lintas fungsi, memiliki formalisasi yang rendah, 
memiliki jaringan informasi yang komprehensif, dan 
mengandalkan pengambilan keputusan secara partisipatif. 
 Model Piramida 
Sebuah struktur yang dibuat persis seperti piramida. 
 Model Horizontal 
 Model ini dibuat dengan menarik garis lurus secara 



















Berikut Struktur Organisasi Dewan Komisaris : 
 
( Data PT. Gudang garam tbk, 2016 ) 
3.1.2 Kondisi ketenagakerjaan  
1. Jumlah Tenaga Kerja 
 Pekerja tetap 
156 orang 
 Pekerja tidak tetap atau outsourcing 
Ada 17 orang , (16 security, 1 OB) 
Jumlah pekerja di atas sudah termasuk pekerja laki- laki dan 
perempuan serta pekerja outsourcing di PT. Gudang Garam 
Tegal. Tbk 
 
2. Status Tenaga Kerja 
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Buruh, pekerja, worker, laborer, tenaga kerja atau karyawan 
pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan 
kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan 
baik berupa uang maupun bentuk lainya kepada Pemberi Kerja 
atau pengusaha atau majikan.
[1] 
Pada dasarnya, buruh, Pekerja, 
Tenaga Kerja maupun karyawan adalah sama. namun dalam 
kultur Indonesia, "Buruh" berkonotasi sebagai pekerja rendahan, 
hina, kasaran dan sebagainya. sedangkan pekerja, Tenaga kerja 
dan Karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi, 
dan diberikan cenderung kepada buruh yang tidak memakai otot 
tetapi otak dalam melakukan kerja. Akan tetapi pada intinya 
sebenarnya keempat kata ini sama mempunyai arti satu yaitu 
Pekerja. Hal ini terutama merujuk pada Undang-undang 
Ketenagakerjaan, yang berlaku umum untuk seluruh pekerja 
maupun pengusaha di Indonesia. Buruh dibagi atas 2 klasifikasi 
besar: 
 Buruh profesional Biasa disebut buruh kerah putih, 
menggunakan tenaga otak dalam bekerja 
 Buruh kasar Biasa disebut buruh kerah biru, menggunakan 
tenaga otot dalam bekerja 
Tenaga kerja merupakan merupakan penduduk yang 
berumur di dalam batas usia kerja. Tenaga kerja di bagi menjadi 
dua yaitu tenaga kerja tetap dan tenaga kerja tidak tetap ( 
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outsourcing). Tenaga kerja tetap yaitu menerima atau 
memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur 
terus. tenaga kerja outsourcing sebenarnya tidak jauh berbeda 
dengan sistem perekrutan karyawan pada umumnya. 
Perbedaannya, karyawan ini direkrut oleh perusahaan penyedia 
tenaga jasa, bukan oleh perusahaan yang membutuhkan jasanya 
secara langsung. Nanti, oleh perusahaan penyedia tenaga jasa, 
karyawan akan dikirimkan ke perusahaan lain (klien) yang 
membutuhkannya. 
Dalam sistem kerja ini, perusahaan penyedia jasa 
outsource melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada 
karyawan. Selanjutnya mereka menagih ke perusahaan 
pengguna jasa mereka. 
Karyawan outsourcing biasanya bekerja berdasarkan 
kontrak, dengan perusahaan penyedia jasa outsourcing, bukan 
dengan perusahaan pengguna jasa. 
3. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja PT Gudang Garam Tegal  
1. Hubungan kerja  
Adapun yang dimaksud dengan hubungan kerja 
berdasarkan sistem outsourcing adalah adanya 
pekerja/buruh yang dipekerjakan di suatu perusahaan 
dengan sistem kontrak tetapi kontrak tersebut bukan 
diberikan oleh perusahaan pemberi kerja tetapi oleh 
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Dari uraian tentang sistem outsourcing tersebut dapat 
disimpulkan bahwa hubungan kerja termaksud adalah 
termasuk jenis hubungan kerja berdasarkan perjanjian 
pengiriman/peminjaman pekerja (uitzendverhouding). Pada 
hubungan kerja demikian ditemukan adanya 3 (tiga) pihak 
yang terkait satu sama lain, yaitu: 
a. Perusahaan penyedia atau pengirim tenaga 
kerja/pekerja (penyedia) 
b. Perusahaan pengguna tenaga kerja/pekerja (pengguna) 
c. Tenaga kerja/pekerja.33 
Pada hubungan segitiga tersebut kita dapat 
mengidentifikasi adanya 3 (tiga) hubungan: 
a) Hubungan kerja antara penyedia dan pengguna. 
b) Hubungan kerja antara pengguna dan pekerja. 
c) Hubungan kerja antara penyedia dan pekerja.34 
Perjanjian kerja yang terdapat penyediaan jasa pekerja ini 
merupakan perjanjian berjenjang. Disebut berjenjang karena 
perjanjian diawali dengan perjanjian antara pemberi kerja 
dengan perusahaan penyedia jasa pekerja untuk menyediakan 
                                                          
32
 H.P. Rajagukguk, Peran Serta Pekerja dalam Pengelolaan Perusahaan (Codetermination), 
(Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2002), Cet. ke-1, h. 79. 
33
 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, op.cit., hal. 217 
34
 ibid., 218 
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pekerja untuk dipekerjakan pada perusahaan pemberi kerja. 
Selanjutnya perusahaan penyedia jasa merekrut pekerja dan 
membuat perjanjian dengan pekerja,kedudukan Pekerja dalam 
perjanjian kerja dalam hubungan kerja menandatandatangani 
perjanjian kerja dengan perusahaan outsourcing sebagai dasar 
hubungan kerja, melalui perjanjian kerja penyediaan jasa 
pekerja/buruh dan dibuat secara tertulis.  
Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa pekerja 
ditempatkan dan bekerja di perusahaan pemberi kerja. Perjanjian 
kerja antara pekerja dengan perusahaan outsourcing/alih daya 
dapat berupa perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian 
kerja waktu tidak tertentu (PKWTT),perjanjian kerja antara 
pekerja outsourcing dengan perusahaan penyedia 
jasa/outsourcing biasanya mengikuti jangka waktu perjanjian 
kerjasama antara perusahaan penyedia jasa/outsourcing dengan 
perusahaan pengguna jasa outsourcing.  
Hal ini dimaksudkan apabila perusahaan pengguna jasa 
outsourcing  hendak mengakhiri kerjasamanya dengan 
perusahaan penyedia jasa/outsourcing, maka pada waktu yang 
bersamaan berakhir pula kontrak kerja antara pekerja 
outsourcing dengan perusahaan penyedia jasa/outsourcing. 
Bentuk perjanjian kerja yang lazim digunakan dalam 
outsourcing adalah perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). 
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Bentuk perjanjian kerja ini dipandang cukup fleksibel bagi 
perusahaan pengguna jasa outsourcing,karena lingkup 
pekerjanya yang berubah-ubah sesuai dengan perkembangan 
perusahaan. 
Pelaksanaan outsourcing yang dilakukan melalui penyedia 
jasa pekerja, hubungan kerja yang terjadi antara perusahaan 
penyedia jasa dengan pekerja. Penyerahan sebagian pelaksanaan 
pekerjaan kepada perusahaan lain harus memenuhi syarat-syarat 
sebagai berikut: 
a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik 
manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan; 
b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung 
dari pemberi pekerjaan dimaksudkan untuk memberi 
penjelasan tentang tata cara melaksanakan pekerjaan agar 
sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan 
Pemberi pekerjaan; 
c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara 
keseluruhan,artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan 
yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan pekerjaan 
sesuai dengan alur kegiatan kerja perusahaan pemberi 
Pekerjaan; 
d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung artinya 
kegiatan tersebut adalah merupakan kegiatan tambahan 
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yang apabila tidak dilakukan oleh perusahaan pemberi 
pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan 
sebagaimana mestinya. 
 Semua persyaratan di atas bersifat kumulatif, sehingga 
apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka bagian pekerjaan 
tersebut tidak dapat diserahkan kepada perusahan lain. Selain 
itu, perusahaan yang akan menyerahkan sebagian pelaksanaan 
pekerjaannya kepada perusahaan penerima pekerjaan 
(perusahaan pemborong/perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh) wajib membuat alur kegiatan proses pelaksanaan 
pekerjaan tersebut.  
Dalam pelaksanaan penyedia jasa pekerja/buruh,perusahaan 
pemberi kerja tidak boleh mempekerjakan pekerja/buruh untuk 
melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan 
langsung dengan proses produksi dan hanya boleh digunakan 
untuk melaksanakan kegiatan yang tidak berhubungan langsung 
dengan proses produksi. Kegiatan jasa penunjang atau kegiatan 
yang tidak berhubungan langsung dengan produksi adalah 
kegiatan diluar usaha pokok (core business) suatu perusahaan. 
Kegiatan yang dimaksud seperti usaha pelayanan 
kebersihan (cleaning service), usaha penyedia jasa makanan 
(catering), usaha tenaga pengamanan (security), usaha jasa 
penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha 
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penyediaan jasa angkutan pekerja/buruh. Di samping 
persyaratan yang berlaku untuk pemborongan pekerjaan, 
penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau 
kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses 
produksi harus memenuhi syarat: 
a. Adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan 
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; 
b. Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja 
sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah PKWT yang 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 
59 undang-undang ketenagakerjaan dan/atau PKWTT yang 
dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah 
Pihak. 
c. Perlindungan upah dan kesejahteraan,syarat-syarat kerja 
serta perselisihan hubungan industrial yang timbul menjadi 
tanggung jawab perusahaaan penyedia jasa pekerja/buruh;  
d. Perjanjian kerja antara perusahaan pengguna jasa 
pekerja/buruh dan perusahaan lain yang bertindak sebagai 
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara 
tertulis dan wajib memuat pasal-pasal sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003. 
Pengaturan outsourcing tidak memberikan perlindungan 
kepada pekerja karena rumusannya yang kabur dan tidak pasti, 
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sebagaimana disebutkan oleh JM.Otto bahwa salah satu ukuran 
adanya kepastian hukum harus ada aturan hukum yang jelas 
(clear), yang dikeluarkan oleh atau atas nama Negara.  
Hal ini terdapat pada rumusan pasal pasal 66 ayat (2) 
,yang merupakan pengaturan yang menimbulkan permasalahan 
adalah ketentuan pasal 66 ayat (2) huruf a mensyaratkan adanya 
hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan penyedia jasa. 
Persyaratan tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 
angka 13 UU Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa yang 
dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan antara 
pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang 
mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah, sedangkan 
menurut pasal 1 angka 12 yang dimaksud dengan perjanjian 
kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau 
pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan 
kewajiban para pihak. Jika diteliti dengan cermat bedasarkan 
rumusan hubungan kerja menurut pasal 1 angka (13) maka 
unsur-unsur dari hubungan kerja tidak diformulasikan secara 
lengkap dalam rumusan pasal ini. Misalnya unsur adanya 
perintah,dan upah dalam outsourcing pekerja, perusahaan 
penyedia jasa (yang secara hukum merupakan majikan dari para 
pekerja outsourcing ) yang mempunyai wewenang perintah dan 
membayar upah sedangkan pekerjaan ada pada pemberi 
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kerja(ditempat pemberi kerja). Sehingga hubungan hukum 
dalam hal ini perjanjian penyedia jasa pekerja bias dan tidak 
jelas.  
Berkaitan dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) huruf a yang 
mengharuskan adanya hubungan kerja antara perusahaan 
penyedia jasa dengan pekerja dihubungkan dengan pendapat 
Muhammad syaifuddin yang menyatakan bahwa kontrak 
mempunyai fungsi yuridis, yaitu mewujudkan kepastian hukum 
bagi para pihak yang membuat kontrak. Sedangkan di dalam 
hubungan kerja dalam penyedia jasa pekerja unsur perjanjian 
kerja tidak terpenuhi yakni upah,pekerjaan,dan perintah, karena 
pekerjaan dan perintah ada pada pemberi kerja. Sedangkan 
perusahaan penyedia jasa hanya berwenang untuk memberi upah 
terhadap pekerja. Perjanjian kerja sangat berperan dalam 
menentukan kedudukan para pihak. Menurut Muhammad 
syaifuddin bahwa kontrak bermakna kepastian hukum, 
mencakup sejumlah aspek misalnya perlindungan terhadap 
subjek hukum kontrak (orang dan badan hukum) dari 
kesewenang-wenangan subjek hukum kontrak lainnya
35
, Dalam 
kegiatan outsourcing di PT gudang garam di kota tegal.  
Hubungan kerja sebagaimana yang di isyaratkan dalam 
undang undang nomor 13 tahun 2003 telah di laksanakan 
                                                          
35
 Muhammad Syaifuddin, Op.Cit, hlm.49 
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dengan baik. Hal ini di lihat dari adannya perjanjian kerja yang 
di buat secara tertulis antara pengusaha dengan perkerjannya. 
Perjanjian kerja tersebut di dasarkan pada perjanjian kerja waktu 
tertentu. Status pekerja outsourcing sebagai pekerja kontrak , 
lama kontrak pekerja sesuai dengan yang ada dalam perjanjian 
kerja. Dimana hubungan kerja disini adalah suatu hubungan 
yang timbul antara pekerja dan pengusaha setelah di adakan 
perjanjian oleh pihak yang bersangkutan. Pekerja menyatakan 
kesanggupannya untuk bekerja pada perusahaan dengan 
menerima upah sebaliknnya perusahaan menyatakan 
kesanggupannya utuk memperkejakan pekerjannya dengan 
membayar upah. Dengan demikian hubungan kerja yang terjadi 
antara pekerja dengan perusahaan yang pada dasarnnya menurut 
hak dan kewajiban masing masing pihak. 
Di dalam hubungan kerja terdapat 3 unsur : 
1) Kerja  
Tentang syarat-syarat kerja yang memuat hak dan 
kewajiban pengusaha dan buruh memperjelas sesuatu yang 
harus dilakukan atau dikerjakan oleh buruh. Sesuatu yang 
harus dikerjakan oleh buruh, berarti kewajiban buruh 
untuk kepentingan pengusaha, dalam arti sempit, sesuai 
dengan perjanjian kerja adalah pekerjaan. Tidak dirincinya 
atau dibatasinya pengertian pekerjaan di dalam Undang-
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undang Nomor 13 Tahun 2003, atau di dalam peraturan 
perundang-undangan lainnya, adalah sesuatu yang logis 
menurut legal reasoning atau penalaran hukum. Dikatakan 
demikian karena apabila diberikan pengertian atau batasan 
tertentu, justru akan mempersulit pelaksanaan dan 
pengembangan hukum perburuhan, khususnya yang 
berkaitan dengan perlindungan hukum untuk buruh. 
2) Upah  
Menurut pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 
Tahun 2003 upah adalah hak pekerja/ buruh yang diterima 
dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari 
pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang 
ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 
kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, 
termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya 
atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan 
dilakukan. Penerima upah adalah buruh. Pembayar upah 
ada dua kemungkinan, yaitu pengusaha atau pemberi 
kerja. Aturan hukum dibayarkannya upah adalah 
perjanjian kerja atau kesepakatan atau peraturan 
perundang-undangan. Mengenai perjanjian kerja dan 





Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “perintah” adalah 
perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan 
sesuatu.
36
 Baik Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 
maupun peraturan perundang-undangan sebelumnya tidak 
memberikan batasan atau definisi mengenai perintah. 
Kejelasan makna ”perintah” sebagai salah satu unsur 
hubungan kerja menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan akan dicari dan ditemukan 
lewat penelitian ini.  
3. Norma kerja 
Norma kerja adalah ketentuan yang telah di atur dalam 
peraturan perundang undangan yang berlaku yang harus di 
laksanakan oleh perusahaan dan pekerja. Dimana perusahaan 
sudah menerapkan norma kerja untuk dilaksanakan  pada para 
pekerjannya. Walaupun tidak di atur secara langsung dalam 
perjanjian kerja namun tercantum dalam hak dan kewajiban 
antara pekerja dengan perusahaan. Norma kerja wajib 
dilaksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang 
memperkerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut 
harus sangat di perhatikan, yaitu mengenai peningkatan 
                                                          
36
 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. Cit., hlm. 672. 
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kesejahteraan dan pemeliharaan dalam bentuk jaminan sosial 
tenaga kerja yang meliputi dari norma kerja : 
1) Norma keselamatan kerja  
Meliputi keselamatan yang bertalian dengan mesin, alat – 
alat kerja bahan dan  proses pengerjaan, keadaan tempat 
kerja, lingkungan serta cara melakukan pekerjaan. 
2) Norma kesehatan kerja  
Yang meliputi pemeliharaan dan peningkatan keselamatan 
pekerja, penyediaan  perawatan medis bagi pekerja, dan 
penetapan standar kesehatan kerja  
3) Norma kecelakaan kerja  
Berupa pemberian ganti rugi perawatan rehabilitasi akibat 
kecelakaan kerja dan atau menderita penyakit pekerjaan. 
4. Kesehatan dan Keselamatan kerja  
Keselamatan kerja merupakan salah satu hak 
pekerja/buruh (Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2003. Untuk itu pengusaha wajib melaksanakan secara 
sistematis dan terintegrasi dengan sistem managemen 
perusahaan. Upaya keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan 
untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan 
produktivitas kerja yang optimal, dengan cara pencegahan 
kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di 
tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi. 
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Begitu pentingnya keselamatan kerja ini bagi tenaga kerja, maka 
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengatur dalam Pasal 86 
ayat (1), yaitu Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk 
memperoleh perlindungan atas :  
a. Keselamatan dan kesehatan kerja;  
b. Moral dan kesusilaan;  
c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia 
serta nilai-nilai agama 
Ketentuan tentang keselamatan kerja diatur dalam 
UndangUndang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 
Keselamatan kerja yang dimaksud adalah keselamatan kerja 
dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di 
permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di 
dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. (Pasal 2 
ayat (1)).  Sedangkan kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu 
kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh 
keadaan kesehatan yang sempurna baik fisik, maupun mental , 
maupun sosial sehingga memungkinkan dapat berkerja secara 
optimal. Dalam pelaksaan outsourcing di PT. Gudang garam. 
Tbk telah ada keselamatan dan kesehatan kerja untuk para 
pekerjannya yang merupakan bentuk dari perlindungan kerja , 
dimana para pekerja sudah di berikan peralatan sebagai bentuk 
keselamatan mereka dan asuransi kesehatan. Tujuan dari 
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keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk melindungi 
keselamatan pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang 
optimal, dengan cara pencegahan kecelakaan  dan penyakit 
akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi 
kesehatan, pengobatan, dan rehabilitas. 
Maka peraturan perundang-undangan keselamatan dan 
kesehatan kerja yaitu : 
4) Melindungi pekerja dari resiko kecelakaan kerja 
5) Meningkatkan derajat kesehatan para pekerja 
6) Agar pekerja dan orang-orang di sekitarnnya terjamin 
kesehatannya. 
Pengaturan Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 
Tentang Keselamtan Kerja 
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 
2012 Tentang Penerapan Sistem Menejemen Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 
Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan 
Kesehatan 
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 




Undang-Undang No 13 Tahun 2003 memiliki karakteristik 
yang bermacam-macam. Pasal 88 dan 89 yang diteliti memiliki 
karakter sebagai perintah yang menjadi keharusan bagi 
perusahaan untuk menerapkan peraturan tersebut. Pemenuhan 
upah sebagai tujuan untuk pencapaian penghidupan yang layak 
merupakan satu kepatutan yang harus dilakukan perusahaan. 
Makna yang terkandung dalam kedua pasal tersebut adalah upah 
tidak hanya sekedar balasan jasa, melainkan ada aspek yang lain 
yaitu moralitas. Artinya pembayaran upah harus melihat aspek 
pemenuhan kebutuhan karyawan yang berada dibawah naungan 
perusahaan. Sehingga hak karyawan bisa terpenuhi 45 secara 
menyeluruh dan keharmonisan proses produksi bisa berjalan 
lancar. Berangkat dari situ, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa 
karakter kedua pasal tersebut bersifat peraturan yang harus 
dipenuhi setiap perusahaan agar tercipta satu proses produksi 
yang nantinya akan membawa kepada iklim ekonomi yang 
kondusif. Ketentuan Upah Menurut Undang-Undang No 13 
Tahun 2003 Seperti yang telah dijelaskan di atas mengenai bab 
X yang terdiri dari 36 pasal adalah bab yang membahas 
persoalan-persoalan hak-hak butuh kaitannya dengan 
perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan.  
Hak perlindungan diatur pada pasal 67 sampai dengan 87. 
Pasal-pasal yang membahas tentang hak perlindungan terbagi 
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dalam lima paragraf yaitu perlindungan terhadap penyandang 
cacat, perlindungan terhadap anak, perlindungan terhadap 
perempuan, waktu kerja, dan perlindungan keselamatan dan 
kesehatan kerja. Bagian upah terdapat pada pasal 88 sampai 
dengan 101 atau dengan kata lain terdiri dari 13 pasal. Semua 
pasal tersebut mengatur hak-hak buruh kaitannya dengan 
kebijakan upah, upah minimum yang diberikan dan 
penangguhan upah. Pasal yang mengundang polemik saat ini 
adalah pasal 88 dan 89 yang berbunyi : Pasal 88  
1) Setiap pekerja/ buruh berhak memperoleh penghasilan 
yang memenuhi penghidupan layak bagi kemanusiaan.  
2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan 
kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja / buruh. 
3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/ buruh 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi : 
a) Upah minimum ;  
b) Upah kerja lembur;  
c) Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;  
d) Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan 
lain di luar pekerjaannya;  
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e) Upah karena menjalankan hak waktu istirahat 
kerjanya;  
f) Bentuk dan cara pembayaran upah;  
g) Denda dan potongan upah; 
h) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;  
i) Struktur dan skala pengupahan dengan yang 
proporsional; 
j) Upah untuk pembayaran pesangon; dan  
k) Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.  
4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan 
hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan 
pertumbuhan ekonomi. 
Pasal 89  
a. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 
ayat (3) huruf a dapat terdiri atas. 
 
a) Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi 
atau kabupaten/kota; 
b) Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah 
provinsi atau kabupaten/ kota. 
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b. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup 
layak.  
c. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan 
rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi 
dan/atau Bupati/ Walikota.  
d. Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian 
kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.  
Dua pasal yang terpapar di atas menjelaskan jenis-
jenis upah dan sistematikanya. Upah yang diberikan 
dengan tujuan untuk pencapaian hidup yang layak 
ditekankan pada ayat (1) pasal 88, yang artinya 
pemerintah menjunjung tinggi penghargaan terhadap 
buruh kaitannya dengan pencapaian hidup yang layak dan 
sejahtera. Penjelasan tersebut kemudian diperkuat pada 
ayat (4) yang juga menitikberatkan pada pemberlakuan 
upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak 
dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan 
ekonomi. Penjelasan upah minimum yang ditekankan pada 
pasal 88 ayat (3) huruf (a) terdapat pada pasal 89 ayat (1) 
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yaitu upah minimum berdasarkan wilayah 47 propinsi atau 
kabupaten/kota.  
Artinya parameter upah minimum disesuaikan dengan 
standarisasi upah minimum di Kabupaten. Hal ini 
mengingat pertumbuhan dan produktivitas ekonomi antara 
daerah satu dengan daerah lain berbeda. Pada ayat (3) 
pasal 89 dijelaskan bahwa upah minimum ditetapkan oleh 
Gubernur atau Bupati atau Walikota daerah tempat kerja 
dilaksanakan.  
Penetapan besaran upah minimum dilakukan 
pemerintah melalui Perda yang dikeluarkan setiap satu 
tahun sekali dengan disesuaikan pertumbuhan dan 
produktivitas ekonomi dalam kurun waktu terakhir. 
Peraturan lainnya yang membahas tentang UMP (Upah 
Minimum Provinsi) dapat ditemukan pada PP No 5 tahun 
2003 tentang Pajak Penghasilan Yang Diterima Oleh 
Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Provinsi 
Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota.  
Dengan ditetapkannya upah minimum dalam sistem 
pengupahan di Indonesia, diharapkan mampu mengatasi 
persoalan kaum buruh yang sering menjadi pemicu konflik 
intern perusahaan. Pengupahan yang tidak standar akan 
mengakibatkan kepuasan buruh menurun yang berdampak 
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pada melemahnya kinerja buruh. Ketika kinerja melemah, 
maka secara otomatis hasil produktivitas perusahaan akan 
menurun. Jika hal ini terjadi secara global, maka 
pembangunan nasional akan terhambat dengan sendirinya. 
Tata aturan upah minimum yang terkandung dalam 
Undang-Undang No 13 Tahun 2003 merupakan satu 
aturan yang menjembatani permasalahan pemberi kerja 
dan pekerja, karena hak dan kewajiban sangat diperhatikan 
dalam Undang-Undang tersebut. 
6. Jaminan Sosial Tenaga Kerja  
Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah 
satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan 
perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat, termasuk 
kalangan pekerja. Setiap pekerja berhak untuk memperoleh 
jaminan sosial tenaga kerja, sebagaimana yang di maksud dalam 
pasal 99 undang – undang nomor 13 tahun 2003. 
(1) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk 
memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. 
(2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku 
Selain itu pengusaha wajib menyediaka fasilitas 
kesejahteraan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para 
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pekerjannya. Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu 
perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa 
uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau 
berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan 
yang di alami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, 
hamil, hari tua dan meninggaldunia.  
Setiap perusahaan wajib mengikutsertakan pekerjannya 
dalam program jaminan sosial tenaga kerja dengan ketentuan 
bahwa hanya pengusaha yang memperkerjakan tenaga kontrak 
sebanyak 10 orang atau lebih atau membayar upah paling sedikit 
1.000.000/ bulan program jaminan sosial tenaga kerja : 
A. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) meliputi: biaya 
pengangkutan, biaya pemeriksaan, pengobatan, perawatan, 
biaya rehabilitasi, serta santunan uang bagi pekerja yang 
tidak mampu bekerja, dan cacat. Apabila pekerja 
meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, mereka 
atau keluarganya berhak atas  
B. Jaminan Kematian (JK) berupa biaya pemakaman dan 
santunan berupa uang. Apabila pekerja telah mencapai 
usia 55 tahun atau mengalami cacat total/seumur hidup, 
mereka berhak untuk memperolah  
C. Jaminan Hari Tua (JHT) yang dibayar sekaligus atau 
secara berkala.  
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D. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi tenaga kerja 
termasuk keluarganya, meliputi: biaya rawat jalan, rawat 
inap, pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan, 
diagnostik, serta pelayanan gawat darurat 
3.2.1 Bagaimana Implementasi Undang- Undang Nomor 13 Tahun 
20013 Tentang Ketenagakerjaan Di PT Gudang Garam Tegal    
Berdasarkan hasil survey dan wawancara yang penulis peroleh 
dengan bapak Alif Edo Yuniawan selaku admin general affiairs 
mengenai implementasi undang undang nomor 13 tahun 2013 
tentang ketenagakerjaan di PT. Gudang Garam.Tbk di Tegal 
Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
merupakan aturan mengatur hak dan kewajiban tenaga kerja di 
Indonesia. Bagi sebagian tenaga kerja undang-undang tersebut 
merupakan pelindung hak mereka yang dijamin oleh negara melalui 
pemerintah dan merupakan pelindung dari perusahaan-perusahaan 
yang sering memperlakukan tenaga kerja dengan semena-mena. 
Undang-Undang tenaga kerja tersebut menjadi sorotan utama dalam 
implementasinya di lapangan, bagaimana mengkoordinir, 
menerapkan dan menginterprestasikan undang-undang tersebut 
sesuai dengan apa yang tertulis. Faktor Yang Mempengaruhi 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
1. Komunikasi  
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Komunikasi merupakan suatu tolak ukur bagaimana mengukur 
pencapaian suatu kebijakan atau peraturan secara jelas dengan 
interprestasi yang sama yang dapat dilakukan oleh pelaksana 
kebijakan secara konsisten.  
 Transmisi (Penyaluran Komunikasi) Sebelum keputusan di 
laksanakan dan perintah dikeluarkan dibutuhkan komunikasi 
dari pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan agar 
keputusan dan perintah yang dibuat dapat diimplementasikan 
dengan baik. Kesalahan yang Sering terdapat dalam penyaluran 
komunikasi ini adalah adanya perbedaan antara pemahaman-
pemahan yang dibuat dalam suatu keputusan dan sering 
dijumpai pemaksaan perbedaan-perbedaan antara kebijakan 
semula atau yang menjadi acuan dengan pandangan yang 
berbeda. Kesalahan-kesalahan tersebut pada dasarnya bersumber 
dari kesalahan penyampaian informasi melalui komunikasi yang 
diberikan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana 
kebijakan. Berdasarkan permasalahan tersebut terdapat tiga 
hambatan dalam penyampaian komunikasi menurut ( Winarno 
2012:17 ), yaitu:  
1. Adanya pertentangan pendapat antara para pelaksana 
dengan perintah yang   dikeluarkan oleh pengambil 
kebijakan. Pertentangan ini menimbulkan distorsi   
terhadap komunikasi kebijakan. 
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2. Adanya hierarki berlapis-lapis dan mempunyai struktur 
yang ketat. 
3. Penangkapan komunikasi-komunikasi mungkin dihambat 
olehpersepsi yang selektif dan ketidakmauan pelaksana 
untuk mengetahui persyaratan-persyaratan suatu 
kebijakan.  
 Kejelasan Komunikasi Suatu kebijakan membutuhkan kejelasan 
dalam penyampaian  kebijakan terutama mengenai perlindungan 
terhadap tenaga kerja outsourcing.  
Dalam mengimplementasikan kebijakan bertujuan agar tidak 
terjadinya kekeliruan atau kesalahan dan juga untuk 
menghindari kebingungan dan interprestasi yang salah dalam 
merealisasi suatu kebijakan karena ketidakjelasan dalam 
komunikasi dapat mengakibatkan ketidaksamaan makna dan 
tujuan awal dari kebijakan yang telah dibuat. Kejelasan 
informasi terkait Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 masih 
sangat buruk karena berdasarkan pernyataan tenaga kerja 
tersebut masih adanya tenaga kerja yang tidak mengetahui 
perlindungan perempuan yang merupakan haknya. Begitu 
pentingnya kejelasan dalam komunikasi tidak hanya kejelasan 
dalam kebijakan yang mengatur akan hak tetapi juga kejelasan 
mengenai sanksi apabila ada pihak yang melanggar kebijakan 
yang telah di buat. maka kejelasan ini membutuhkan perhatian 
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khusus bagi pelaksana kebijakan agar tujuan dari kebijakan 
dapat terwujud.  
 Konsistensi Implementasi akan diperoleh secara maksimal dan 
efektif apabila keputusan dan perintah dilakukan secara 
konsisten, konsistensi dalam kebijakan dan keputusan terkait 
undang-undang dan kebijakan sangat perlu di perjelas secara 
benar karena apabila demikian maka diperlukan sosialisasi rutin 
terhadap perusahaan dan pekerja khususnya tenaga kerja 
outsourcing 
2. Sumber Daya  
Pelaksana atau sumber daya manusia yang berperan secara internal 
maupun eksternal memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi 
seperti pengaruh dari lingkungan internal, yaitu Aparatur Pengawas 
Ketenagakerjaan (pendidikan dan kemampuan mengarahkan dan 
menyampaikan program), Sarana dan prasarana kerja, kapasitas 
manajemen. pelaksanaan pengaturan ketenagakerjaan serta perturan-
peraturan pelaksanaan sistem pengawasan yang meliputi: 
a. Pengawas diarahkan kepada usaha yang preventif dan represif, 
namun tindakan  represif akan dilaksanakan secara tegas 
terhadap perusahaan yang secara sengaja   melanggar atau 
perusahaan yang berkali-kali mendapat peringatan.  
b. Dalam melakukan tugas pengawas harus langsung turun 
kelapangan agar pengawasan dilakukan secara obyektif. 
82 
 
c. Aparatur pengawas diharapkan dapat lebih cepat dan peka 
bertindak terhadap permasalahan yang timbul hingga 
permasalahan tidak meluas. Faktor sumber daya dalam 
implementasi UU Ketenagakerjaan menjadi salah satu faktor 
yang menyebabkan kegagalan dalam penerapan UU ini.  
Lemahnya pembagian tugas, lemahnya penggerakan dan 
pengendalian atasan langsung, lemahnya koordinasi, lemahnya 
pelaporan, sehingga tidak tersedia data obyek pemeriksaan 
maupun data hasil kegiatan merupakan dampak dari faktor 
sumber daya yang menjadi faktor belum optimalnya UU 
Ketenagakerjaan tersebut  
3. Sikap Pelaksana  
Sikap pelaksana kebijakan dalam implementasinya sangat 
berperan penting karena dengan sikap pelaksana menjadi tolak ukur 
keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat. Sikap pelaksana 
menentukan pencapaian tujuan-tujuan dari pembuatan kebijakan 
kerena apabila pelaksana kebijakan menolak dengan tujuan dari 
kebijakan maka kebijakan tersebut tentu akan gagal begitu pula 
apabila pelaksana kebijakan tidak memahami tujuan dari kebijakan 
maka kegagalan implementasi akan sering di jumpai. Pada dasarnya 
terdapat tiga komponen yang mempengaruhi kemampuan dan 
keinginan pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan yaitu 
perlunya kognisi, afeksi dan perilaku selain itu diperlukan sikap 
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demokrasi pelaksana dalam menjalankan kebijakan dalam hal ini 
diperlukan kedekakatan dan publik hearing dengan objek sasaran 
guna menciptakan hubungan yang lebih baik. 
4. Disposisi (Disposition)  
Sesuai dengan teori George C. Edward III, yang menjadi 
perhatian mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan yaitu 
mengenai pemberian insentif terhadap karyawan, sebagai wujud 
apresiasi PT Gudang garam . tbk di tegal terhadap karyawan, setiap 
bulan karyawan yang mencapai target penjualan akan diberikan 
insentif (jumlah insentif menyesuaikan percentage achievement). Hal 
ini di lakukan untuk meningkatkan semangat dan kinerja karyawan, 
dan tentunya dapat memberikan keuntungan terhadap perusahaan. 
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan PT Gudang Garam. Tbk 
di Tegal, karyawan, mengikutsertakan karyawan dalam 
penyelenggaraan jaminan social. tenaga kerja, yang bekerja sama 
dengan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan Asuransi 
Sinarmas. Setiap tenaga kerja yang sudah bekerja lebih dari 3 (tiga) 
bulan akan menerima manfaat dari program BPJS Kesehatan, BPJS 
Ketenagakerjaan. 
5. Struktur Birokrasi (Bureucratic Structure)  
Dalam hal ini peranan dinastenaga kerja, dalam memberikan 
pengawasan terhadap perusahaan dan tenaga kerja sangat diperlukan, 
dinas tenaga kerja memiliki wewenang untuk memberikan 
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pembinaan kepada perusahaan, memberikan teguran lisan, dan 
selanjutnya dibuat berita acara pemeriksaan, memberikan peringatan 
tertulis, dan penjatuhan sanksi. PT gudang garam. Tbk di tegal  
setiap tahun melakukan pelaporan tenaga kerja kepada dinas tenaga 
kerja kota tegal, tapi dalam pelaksanaannya PT Gudang garam tbk. 
Di tegal sudah mendapatkan sosialisasi dan pembinaan mengenai 
pelaksanaan undang – undang ketenagakerjaan terkait dengan 
pelanggaran yang di lakukan perusahaan khususnya yang 
berhubungan dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau mengenai 
perlindungan terhadap tenaga kerja di PT Gudang Garam Tbk Di 
Tegal. Perusahaan dan yang terakhir adalah hambatan yang berkaitan 
dengan pengawasan.  
Perlindungan terhadap tenaga kerja sangat diperlukan untuk 
menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan 
kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun 
untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh 
1. Hak-hak tenaga kerja Menurut Chandra Suwondo, hak-hak 
tenaga kerja adalah sebagai berikut : 
a. Imbalan kerja (gaji, upah dan sebagainya) sebagaimana 
telah diperjanjikan bila ia telah melaksanakan kewajiban  
b. Fasilitas dan berbagai tunjangan/dana bantuan yang 




c. Perlakuan yang baik atas dirinya melalui penghargaan dan 
penghormatan yang layak, selaras dengan harkat dan 
martabatnya sebagai manusia 
d. Perlakuan yang adil dan seimbang antara dirinya dan 
kawan-kawannya, dalam tudas dan penghasilannya masing-
masing dalam angka perbandingan yang sehat. 
e. Jaminan kehidupan yang wajar dan layak dari pihak 
majikan/perusahaan 
f. Jaminan perlindungan dan keselamatan diri dan 
kepentingan selama hubungan kerja berlangsung  
g. Penjelasan dan kejelasan status, waktu dan cara kerjanya 
pada majikan/perusahaan. 
h. Menyatakan keberatan melakukan pekerjaan bila syarat 
keselamatan dan kesehatan kerja serta alat perlindungan diri 
yang diwajibkan tidak dipenuhi, kecuali dalam toleransi 
khusus yang ditetapkan lain oleh pegawai pengawas. 
Adapun Hak-hak tenaga kerja yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah 
sebagai berikut: 
a. Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah 
memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam 
mewujudkan kesejahteraan (Pasal 4 huruf c). 
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b. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa 
diskriminasi untuk  memperoleh pekerjaan (Pasal 6) 
c. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang 
sama tanpa diskriminasi dari pengusaha (Pasal 6) 
d. Setiap tenaga kerja berhak memperoleh dan/atau 
meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja 
sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui 
pelatihan kerja (Pasal 11) 
e. Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk 
mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya 
(Pasal 12 ayat (3) 
f. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang 
sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan 
dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di 
luar negeri (Pasal 31). 
g. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlindungan atas 
keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan 
perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia 
serta nilai-nilai agama (Pasal 86 ayat (1).  
h. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang 
memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan 
(Pasal 88 ayat (1). 
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i. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk 
memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (Pasal 99 ayat (1).  
j. Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi 
anggota serikat pekerja/serikat buruh (Pasal 104 ayat (1). 
Secara yuridis Pasal 5 memberikan perlindungan bahwa 
setiap tenaga kerja berhak mempunyai kesempatan yang sama 
untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak 
tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan lairan 
politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang 
bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para 
penyandang cacat. Sedangkan Pasal 6 mewajibkan kepada 
pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh 
tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna 
kulit, dan aliran politik 
2. Kewajiban tenaga kerja  
Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan 
pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja. Menurut Lalu Husni 
adapun kewajiban-kewajiban pekerja/buruh adalah sebagai 
berikut : 
a. Wajib melakukan pekerjaan sesuai dengan isi perjanjian 
yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam melaksanakan 
isi perjanjian, pekerja melakukan sendiri apa yang menjadi 
pekerjaannya. Akan tetapi, dengan seizin 
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pengusaha/majikan pekerjaan tersebut dapat digantikan oleh 
orang lain. 
b. Wajib menaati aturan dan petunjuk dari pengusaha/majikan. 
Aturan-aturan yang wajib ditaati tersebut antara lain 
dituangkan dalam tata tertib perusahaan dan peraturan 
perusahaan. Perintah-perintah yang diberikan oleh majikan 
wajib ditaati pekerja sepanjang diatur dalam perjanjian 
kerja, undang-undang dan kebiasaan setempat. 
c. Kewajiban untuk membayar ganti rugi dan denda apabila 
pekerja dalam melakukan pekerjaannya akibat kesengajaan 
atau karena kelalaiannya sehingga menimbulkan kerugian, 
kerusakan, kehilangan atau lain kejadian yang sifatnya tidak 
menguntungkan atau merugikan majikan, maka atas 
perbuatan tersebut pekerja wajib menanggung resiko yang 
timbul.  
d. Kewajiban untuk bertindak sebagai pekerja yang baik. 
Pekerja wajib melaksanakan kewajibannya dengan baik 
seperti yang tercantum dalam perjanjian kerja, peraturan 
perusahaan, maupun dalam perjanjian kerja bersama. Selain 
itu, pekerja juga wajib melaksanakan apa yang seharusnya 
dilakukan atau tidak dilakukan menurut peraturan 
perundangundangan, kepatutan, maupun kebiasaan. 
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Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan kerja dan syarat-
syarat kerja bagi Pekerja/Buruh outsourcing di PT Gudang 
Garam Kota Tegal 
Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan 
perlindungan kerja serta syarat syarat kerja bagi pekerja buruh/ 
outsourcing dalam hal ini perusahaan dalam Pelaksanaan melengkapi 
atau memenuhi syarat outsourcing dengan baik karena Outsourcing 
menimbulkan keresahan tenaga kerja/buruh dan tidak jarang yang 
diikuti dengan mogok kerja. Hal ini dirasa karena antara perjanjian 
kerja dan fakta yang terjadi dilapangan tidak sesuai. Dalam Undang-
undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan secara eksplisit 
tidak menjelaskan istilah outsourcing. Akan tetapi praktik dalam 
outsourcing yang menggunakan undang undang No.13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan yang dikenal dalam dua bentuk yakni: (a) 
pemborong kerja, dan (b) penyedia pekerja/buruh yang diatur dalam 
pasal 65, pasal 65, dan pasal 66. Dalam ketentuan pasal 64 
disebutkan bahwa “perusahaan dapat menyerahkan sebagian 
pelaksanaan kepada perushaan lainnya melalui perjanjian 
pemborong pekerja atau penyedia jasa kerja/buruh yang dibuat 
secara tertulis. Dalam pasal 65 ayat (2) menyatakan bahwa pekerja 
yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain harus memenuhi 
syarat yakni 
1) Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama  
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2) Dilakukan dengan pemerintah langsung atau tidak langsung dari 
pemberi pekerjaan 
3) Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan,  
4) Tidak menghambat proses produksi secara langsung37 . 
Hubungan kerja yag terjadi antara perusahaan dan 
pekerja/buruh yang disepakati secara tertulis pada dasarnya sesuai 
pada waktu tertentu atau tetap atau bukan kontrak, tetapi outsourcing 
atau pekerja kontrak dapat memenuhi semua persyaratan baik formal 
maupun materil yang diatur dalam pasal 59 undangundang No.13 
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Menurut Alysius Uwiyono 
menyatakan bahwa terdapat dua bentuk outsourcing yang 
diintrodusir oleh undang undang ketenagakerjaan yakni  
1) Outsourcing pekerja (pasal 64) 
2) Outsourcing pekejaan (pasal 65) Uwiyono menilai outsourcing 
pada bentuk pertama sebagai human traffking (perdagangan 
manusia). Penilaian Uwiyono ini berdasarkan pada asumsi 
dengan perjnjian di perusahaan penyedia jasa seperti 
pekerja/buruh. Sementara untuk jenis yang kedua, Uwiyono 
tidak terjadi human trafficking (perdagangan manusia). 
Menurutnya, dalam bentuk yang kedua ini pekerja/buruh tetap 
memiliki hubungan kerja dalam perusahaan pemborong tetapi 
hubungan tersebut hanyalah terikat dengan perusahaan yang 
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. Penyerahan pekerjaan kepada perusahaan 
lain itu bisa dilakukan melalui pemborongan pekerjaan atau 
melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh. Untuk dapat 
menyerahkan pekerjaan melalui pemborong pekerjaan, pemberi 
kerja terlebih dahulu harus menentukan bidang mana dari proses 
kegiatan perusahaannya yang dikategorikan sebagai pekerjaan 
penunjang. Pasal 65 ayat (2) Undang- undang Nomor 13 Tahun 
2003 mengatur empat syarat pekerjaan yang boleh diborong 
oleh perusahaan lain, yakni: 
1) Pekerjaan yag dikerjakan itu dilakukan secara terpisah dari 
kegiatan utama;  
2) Pekerjaan iu dilakukan dengan perintah langsung atau 
tidak langsung dari pemberi pekerjaan; 
3) Pekerjaan itu merupakan kegiatan penunjang perusahaan 
secara keseluruhan 
4) Pekerjaan yang diborong tidak menghambat proses 
produksi secara langsung. Pemerintah memberi penjelasan 
atas keempat syarat tersebut. 
Penyediaan Jasa Pekerja atau Buruh di PT Gudang Garam 
Tbk. Kota Tegal Yaitu pengalihan suatu posisi kepada vendor 
outsourcing. Vendor tersebut menempatkan karyawannya untuk 
mengisi posisi tersebut. Vendor hanya bertanggung jawab terhadap 
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manajemen karyawan tersebut serta halhal yang bersifat nonsteknis 
lainnya, sedangkan hal-hal teknis menjadi tanggung jawab 
perusahaan selaku  pengguna dari karyawan vendor. Sesuai dengan 
pengertian diatas berarti yang dimaksud dengan perjanjian 
outsourching merupakan perjanjian bisnis antara satu perusahaan 
(dapat juga orang perorangan) dengan perusahaan lain (harus 
berbadan hukum) untuk suatu kesepakatan bersama mengenai 
penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan.  
Jadi, yang dimaksud dengan pekerja outsourcing adalah 
pekerja yang bekerja pada suatu perusahaan penyedia jasa pekerja 
atau perusahaan penerima pemborongan pekerjaan. Menurut 
ketentuan diatas sebenarnya pekerja yang bekerja pada perusahaan 
outsourcing telah sangat diproteksi oleh aturan. Namun, dalam 
tataran pelaksanaan dilapangan banyak aturan-aturan yang dilanggar 
maupun terpaksa dilanggar sehingga pada 17 Januari 2012 lalu, 
Mahkamah Konstitusi (“MK”) dengan putusan No. 27/PUUIX/2011 
mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang No.13 tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan  yang diajukan oleh Ketua Umum 
Aliansi Petugas Pembaca Meteran Listrik (AP2ML), Didik Suprijadi. 
Berikut bunyi amar putusannya :  
Frasa “…perjanjian kerja waktu tertentu” dalam Pasal 65 
ayat (7) dan frasa“…perjanjian kerja untuk waktu tertentu” dalam 
Pasal 66 ayat (2) huruf bUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
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tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dalam 
perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan 
perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap 
ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan 
sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan 
penyedia jasa pekerja/buruh;  
Frasa “…perjanjian kerja waktu tertentu” dalam Pasal 65 
ayat (7) dan frasa “…perjanjian kerja untuk waktu tertentu” dalam 
Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4279) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat 
sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya 
pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh. yang objek 
kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang 
melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain 
atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;  
Dalam pertimbangannya, MK menegaskan outsourcing 
adalah kebijakan usaha yang wajar dari suatu perusahaan dalam 
rangka efisiensi usaha. Akan tetapi, pekerja yang melaksanakan 
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pekerjaan dalam perusahaan outsourcing tidak boleh kehilangan hak-
haknya yang dilindungi konstitusi. Agar para pekerja tidak 
dieksploitasi, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi 
menawarkan dua model outsourcing, yakni :  
1. Dengan mensyaratkan agar perjanjian kerja antara pekerja dan 
perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing tidak 
berbentuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), tetapi berbentuk 
perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).  
2. Dalam hal hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan 
outsourcing berdasarkan PKWT, maka perjanjian kerja harus 
mensyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja 
yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian 
perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari 
perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja. Melihat dari 
putusan MK di atas, dapat dikatakan bahwa MK membolehkan 
adanya praktik outsourcing, tetapi perlindungan mengenai pekerja  
outsourcing juga lebih dijamin dengan adanya putusan MK ini. 
Dalam model pertama, Mahkamah Konstitusi mengharuskan pekerja 
yang bekerja dibidang outsourcing dengan bentuk PKWTT yang 
apabila sudah tidak dibutuhkan maka akan mendapatkan pesangon 
dan tunjungan-tunjangan lain, sedangkan untuk model kedua 
perusahaan outsourcing dapat menggunakan PKWT, tetapi harus 
mensyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja 
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yang objek kerjanya tetap ada. Model kedua ini akan sangat 
bergantung dengan pelaksanaan ketentuan pasal 4 kepmenaker No. 
Kep.101/MEN/VI/2004 tentang tata cara perizinan penyedia jasa 
pekerja/buruh yang telah dikemukakan di atas. Karena jika tidak ada 
perjanjian sebelumnya antara perusahaan penyedia jasa dan 
perusahaan pemberi pekerjaan mengenai pengalihan perlindungan 
maka tidak mungkin perusahaan penyedia jasa selanjutnya mau 
untuk menerima pekerja dari perusahaan penyedia jasa sebelumnya 
beserta semua hak-hak yang seharusnya didapat pekerja. 
Perlindungan Pekerja outsourcing sangat bergantung dari penerapan 
ketentuan-ketentuan yang berlaku secara konsisten dan berkelanjutan 
serta fungsi pengawasan dari setiap pengawas ketenagakerjaan di 

















4.1 Simpulan  
Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja outsourcing di PT 
Gudang Garam Tegal .Tbk  berdasarkan implementasi pada Undang- 
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa 
1. untuk menjamin hak- hak dasar atas pekerja/buruh dalam melakukan 
pekerjaannya tanpa adanya perlakuan diskriminasi atas dasar apapun 
serta meningkatkan kesejahteraan buruh/pekerja maka perlu 
memperhatikan perjanjian dengan lebih cermat terkait dengan syarat –
syarat yang telah dibentuk serta membuat asosiasi sektor usaha 
Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja outsourcing telah dimuat 
dalam undang-undang ketenagakerjaan dan kemudian ditegaskan 
kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.  
2. Perlindungan kepada tenaga kerja Outsourcing adalah kebijakan usaha 
yang wajar dari suatu perusahaan dalam rangka efisiensi usaha. Akan 
tetapi, pekerja yang melaksanakan pekerjaan dalam perusahaan 
outsourcing tidak boleh kehilangan hak-haknya yang dilindungi 
konstitusi. Agar para pekerja tidak dieksploitasi, dalam 
pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menawarkan dua model 
outsourcing, yakni mensyaratkan agar perjanjian kerja antara pekerja 
dan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing tidak 
berbentuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), tetapi berbentuk 
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perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan dalam hal hubungan 
kerja antara pekerja dan perusahaan outsourcing  berdasarkan PKWT, 
maka perjanjian kerja harus mensyaratkan adanya pengalihan 
perlindungan hak-hak bagi pekerja yang objek kerjanya tetap ada, 
walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian 
pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa 
pekerja. 
4.2 Saran  
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian mengenai 
implemtasi undang undang no kebijakan sistem alih daya outsourcing di PT 
Centralpertiwi Bahari, saran yang dapat diberikan peneliti adalah : 
1. Pemerintah yang menyertakan diperbolehkannya pihak perusahaan 
memperkerjakan buruh dengan sistem outsourcing. Undang-undang 
itulah yang selama ini tidak bisa membela hak buruh. Oleh karena itu 
saran peneliti sistem outsourcing harus dihapuskan dan undang-undang 
tersebut harus segera dihapuskan atau direvisi. Pemerintah Kota tegal 
mengawasi dan membuat suatu produk hukum yang berupa peraturan 
daerah yang mengatur tentang outsourcing di kota tegal . Peraturan 
daerah ini berisi tentang pembatasan-pembatasan dalam pelaksanaan 
perjanjian kerja outsourcing dan juga mengatur hak dan kewajiban 
bagi masing-masing pihak dalam perjanjian outsourcing Peraturan ini 
memang hanya berlaku bagi wilayah Kabupaten Bantul namun dengan 
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adanya peraturan ini maka dari pihak pengusaha dan pekerja masing-
masing mengetahui hak dan kewajibannya. 
2. Untuk mengoptimalkan kemampuan dan komitemen yang berpengaruh 
signifikan dan positif terhadap kebijakan sistem outsourcing, 
sebaiknya PT Gudang Garam. Tbk membuka kesempatan yang luas, 
salah satunya menerapkan suatu sistem upah/gaji yang dikaitkan 
dengan kinerja buruh outsourcing, setidaknya berusaha mendekati 
seperti perlakuan sistem upah/gaji tenaga kerja insourcing. Dengan 
diberikannya kesempatan maka buruh akan lebih bersemangat sebab 
itu hasil kerja akan meningkat, karena hasil yang baik  didapatkan dari 
faktor kemampuan, faktor motivasi dan faktor kesempatan. 
Meningkatkan hubungan baik dan berkelanjutan antara perusahaan 
pengguna jasa outsourcing dengan perusahaan mitra outsourcing. 
Dengan demikian, perlu dilakukan kerjasama dalam evaluasi kebijakan 
sistem outsourcing dan tenaga kerja secara periodik dan pelatihan 
untuk mengarah kepada jenjang karir tingkat jabatan pekerja atau 
tingkat penghasilan yang lebih tinggi, dengan memperbaiki isi 
perjanjian kerja khususnya pasal tentang penghasilan dan 
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